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ABSTRAK 

Maulana Rizki, 2026 : Pandangan Hakim Terhadap Nilai Keadilan Restoratif 

Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jember. 

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Hak Asuh Anak, Hadhanah, Kepentingan 

Terbaik Anak, Pengadilan Agama Jember. 

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga 

menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak. Dalam hukum Islam, 

hadhanah merupakan tanggung jawab orang tua yang harus mengutamakan 

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian 

sengketa hak asuh tidak seharusnya hanya berorientasi pada pihak yang menang 

atau kalah, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Dalam 

konteks ini, nilai keadilan restoratif, seperti dialog, tanggung jawab, dan 

pemulihan hubungan, relevan digunakan sebagai perspektif. Penelitian ini 

dilakukan di Pengadilan Agama Jember untuk mengkaji pandangan hakim 

mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak, termasuk 

kendala dan solusinya. 

Adapun fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu, (1) Bagaimana 

pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus 

perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ? (2) Apa kendala dan solusi 

yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam 

penyelesaian perkaraa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ?  

Tujuan penulis mengambil fokus tersebut adalah (1)Untuk menganalisis 

penerapan nilai keadilan restoratif oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh 

anak di Pengadilan Agama Jember dan (2) Untuk menganalisis kendala dan solusi 

yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif dalam 

penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan dan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Jember dengan subjek hakim, mediator, dan orang tua yang terlibat dalam 

sengketa hak asuh anak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk mengkaji pandangan hakim serta kendala dan solusi 

penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hakim 

Pengadilan Agama Jember mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan 

mempertimbangkan kondisi pengasuhan, kemampuan orang tua, hubungan 

emosional, dan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan restoratif 

dalam perlindungan anak dan pemulihan hubungan keluarga. (2) Kendala 

penerapannya meliputi keterbatasan penilaian psikologis anak dan ketergantungan 

mediasi pada kemauan para pihak. Solusinya adalah melakukan asesmen 

psikologis jika diperlukan, menilai kondisi anak secara menyeluruh, serta 

mengutamakan kemaslahatan dan tanggung jawab kedua orang tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri tetapi 

juga melahirkan persoalan lanjutan mengenai pemeliharaan, Pendidikan, dan 

pengasuhan anak.
1
 Dalam konteks ini, hadhanah tidak cukup dipahami 

sebagai perebutan hak antara ayah dan ibu, melainkan sebagai kewajiban 

pengasuhan yang harus diarahkan pada perlindungan serta kepentingan terbaik 

bagi anak.
2
 Dalam hukum Islam di Indonesia, anak yang belum mumayyiz 

pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu.
3
 Akan tetapi, penentuan hak 

asuh anak dalam praktik peradilan tidak hanya bergantung pada ketentuan 

normatif tersebut, melainkan juga mempertimbangkan kelayakan orang tua 

dalam menjamin keselamatan, perhatian, pendidikan, dan masa depan anak.
4
 

Dalam keadaan demikian, mediasi di Pengadilan Agama menjadi 

instrumen penting karena memberi ruang dialog bagi para pihak untuk 

mencari penyelesaian yang lebih damai
5
. Secara normatif, mediasi merupakan 

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

                                                      
1
 Triyanita dan Prananingtyas, Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, ‘Hak 

Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,’ 

Notarius 16, no. 2 (2023): 850. 
2
 Hifni dan Asnawi, Mohammad Hifni dan Asnawi, ‘Problematika Hak Asuh Anak dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,’ Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 

(2021): 39–40. 
3
 Karima, Nabilla Karima, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan 

Hubungannya dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat, JSL: Journal 

Smart Law 1, no. 1 (2022): 25. 
4
 Nashrullah dan Hartati, Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, Pengaruh Prinsip Best 

Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum 

Perdata, Lex Patrimonium 2, no. 2 (2023). 
5
 Kurniawan dan Miaz, Ahmad Kurniawan dan Hasnuldi Miaz, Peran Mediasi dalam 

Penyeleseain Perkara Keluarga di Pengadilan Agama, SLJ 3, no. 1 (2025): 14. 



2 

 

 
 

kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
6
 Dalam perkara keluarga, 

mediasi menjadi penting karena yang dihadapi bukan hanya persoalan hak 

formal, tetapi juga relasi, emosi, dan kepentingan anak.
7
 Di Pengadilan Agama 

Jember, keberadaan perkara hak asuh anak dapat dilihat dari penelitian 

terhadap Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr yang membahas hadhanah 

dan nafkah anak pascaperceraian.”
8
 

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa 

sengketa hak asuh anak kurang tepat apabila dipahami semata-mata dalam 

pola menang dan kalah.
9
 Nilai-nilai keadilan restoratif, seperti dialog, 

pemulihan akibat konflik, tanggung jawab para pihak, dan pencarian solusi 

yang lebih manusiawi, relevan digunakan sebagai sudut pandang dalam 

penyelesaian sengketa hak asuh anak.
10

 Pemilihan Pengadilan Agama Jember 

sebagai lokasi penelitian juga memiliki dasar akademik.¹² Kajian sebelumnya 

menunjukkan adanya upaya penjaminan hak perempuan dan anak 

                                                      
6
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 1 angka 1. 
7
 Qothrun Nada Laila Fadhilah, Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak 

di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2024), 11–12. 
8
 Siti Sofiyatul Qomariyah, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh 

Anak Hadhanah kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 

2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

2024); Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah 

Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 

2731/Pdt.G/2023/PA.Jr),(SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

2024). 
9
 Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” JCH (Jurnal 

Cendekia Hukum), Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 305. 
10

 Adery Ardhan S. et al., Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia 8, no. 2 (2023): 72–73. 
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pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember melalui layanan Yaumuna 

(Layanan Khusus Perempuan Dan Anak).
11

 

Penelitian ini penting dilakukan karena secara akademik dapat 

memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya pada pertemuan antara 

nilai hadhanah, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan restoratif 

sebagai pisau analisis dalam perkara perdata keluarga.
12

. Secara praktis, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi hakim, lembaga 

peradilan, dan masyarakat mengenai kemungkinan penerapan pendekatan 

yang lebih berorientasi pada perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, 

dan penyelesaian yang lebih substantif dalam perkara hak asuh anak. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan nilai 

keadilan restoratif oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di 

Pengadilan Agama Jember serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. 

B. Fokus Penelitian 

1. “Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif 

dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember ? 

2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai 

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaraa hak asuh anak di 

Pengadilan Agama Jember ? 

  

                                                      
11

 Laela, Samina Laela, Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak 

Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember (Tesis, UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, 2023). 
12

 Adery Ardhan S., Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, dan Indra Setiawan, 

Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan 

Universitas Al Azhar Indonesia 8, no. 2 (2023): 72–76. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif oleh hakim dalam 

memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. 

2. Untuk menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam 

menerapkan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh 

anak di Pengadilan Agama Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga 

Islam dan kajian peradilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya pembahasan akademik mengenai penerapan nilai 

keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak, terutama yang berkaitan 

dengan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak 

pascaperceraian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam mengkaji pandangan 

hakim terhadap nilai keadilan restoratif serta efektivitas mediasi 

dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama 

Jember. 
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b. Bagi Pengadilan Agama Jember  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak, 

khususnya yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap keadilan 

restoratif dan pelaksanaan mediasi agar lebih berorientasi pada 

kepentingan terbaik bagi anak 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak 

semata-mata berorientasi pada siapa yang menang atau kalah, tetapi 

harus mengutamakan perlindungan, pengasuhan, dan kepentingan 

terbaik bagi anak. 

E. Definisi Istilah 

1. Pandangan Hakim  

Pandangan hakim dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara hakim 

memahami, menilai, dan memberikan pendapat terhadap nilai keadilan 

restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Istilah ini tidak 

hanya menunjuk pada opini pribadi hakim, tetapi juga mencakup dasar 

pertimbangan, pemahaman hukum, serta sudut pandang hakim ketika 

menghadapi perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak 

pascaperceraian. Dalam hal ini, hakim dipahami sebagai pejabat peradilan 
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yang menjalankan fungsi mengadili perkara di lingkungan badan peradilan 

sesuai peraturan perundang-undangan.
13

 

2. Keadilan Restoratif 

Keadilan restoratif dalam penelitian ini dipahami sebagai 

pendekatan penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, pelibatan 

aktif para pihak, tanggung jawab, dan upaya pemulihan akibat konflik, 

bukan semata-mata berorientasi pada penetapan pihak yang menang dan 

kalah. Meskipun nilai keadilan restoratif lebih dikenal dalam ranah hukum 

pidana, nilai-nilai dasarnya tetap relevan digunakan sebagai pisau analisis 

dalam sengketa hak asuh anak karena perkara tersebut juga menyangkut 

hubungan antar pihak, kepentingan anak, dan kebutuhan akan 

penyelesaian yang lebih manusiawi.
14

 

3. Sengketa Hak Asuh Anak 

Sengketa hak asuh anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai 

perselisihan yang terjadi antara orang tua, khususnya setelah terjadinya 

perceraian, mengenai pihak yang berhak dan bertanggung jawab dalam 

mengasuh, memelihara, mendidik, membina, serta melindungi anak. 

Dalam perspektif hukum nasional, kuasa asuh merupakan kewenangan dan 

tanggung jawab orang tua untuk melakukan pengasuhan, pemeliharaan, 

pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pengembangan potensi anak 

sesuai dengan agama yang dianut serta kemampuan, bakat, dan minat 

                                                      
13

 Pandangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.web.id/pandangan 

diakses pada tanggal 27 Maret 2026. 
14

 Adery Ardhan S. dkk., Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia 8, no. 2 (2023), hlm. 72–76. 

https://kbbi.web.id/pandangan
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anak. Oleh karena itu, sengketa hak asuh anak dalam penelitian ini tidak 

dipahami hanya sebagai perebutan penguasaan anak, tetapi juga sebagai 

persoalan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak setelah 

terjadinya perceraian.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 

(11) dan Pasal 14 ayat (1). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah istilah yang merujuk pada berbagai hasil 

studi atau riset, seperti skripsi, jurnal, dan tesis, yang telah dilakukan 

sebelumnya pada bidang atau topik tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai 

dasar atau acuan bagi peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian, 

sehingga dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan saat ini. 

1. Skripsi Siti Sofiyatul Qomariyah (2024) dari Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul Analisis 

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah 

kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) membahas duduk perkara dan 

pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hadhanah yang 

diberikan kepada ayah setelah perceraian. Penelitian ini menitikberatkan 

pada analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Jember, khususnya 

mengenai alasan yuridis dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak 

asuh anak kepada ayah. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian 

penulis karena sama-sama membahas sengketa hak asuh anak dan sama-

sama mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jember. Adapun 

perbedaannya, penelitian Siti Sofiyatul Qomariyah berfokus pada analisis 

putusan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim 
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terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh 

anak di Pengadilan Agama Jember.
16

 

2. Skripsi Maulidatul Karomah (2024) dari Universitas Islam Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam 

Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) 

membahas duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

hadhanah serta hak nafkah anak pascaperceraian. Penelitian ini menelaah 

bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, 

dan kemanfaatan dalam putusan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perkara hadhanah 

di Pengadilan Agama Jember dan peran hakim dalam penyelesaiannya. 

Perbedaannya, penelitian Maulidatul Karomah lebih terfokus pada analisis 

pertimbangan hakim dalam putusan tertentu, sedangkan penelitian penulis 

menelaah pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif sebagai 

pendekatan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.
17

 

3. Skripsi Taufiq Kotur Rohman (2017/2018) dari Institut Agama Islam 

Negeri Jember yang berjudul Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh 

Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 

                                                      
16

 Siti Sofiyatul Qomariyah, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hak Asuh 

Anak Hadhanah kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 

2722/Pdt.G/2022/PA.Jr) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

2024); Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah 

Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 
17

 Maulidatul Karomah, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah 

Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr) 

(SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 
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1818/Pdt.G/2010/PA.Jr) membahas pelaksanaan eksekusi hak asuh anak 

setelah putusan perceraian dijatuhkan. Penelitian ini menyoroti bagaimana 

putusan mengenai hak asuh anak dilaksanakan dalam praktik di 

Pengadilan Agama Jember serta hambatan yang muncul dalam tahap 

eksekusi. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian penulis 

karena sama-sama membahas persoalan hak asuh anak di Pengadilan 

Agama Jember. Akan tetapi, fokus penelitian Taufiq Kotur Rohman berada 

pada pelaksanaan eksekusi putusan, sedangkan penelitian penulis lebih 

diarahkan pada pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif dalam 

proses penyelesaian sengketa hak asuh anak.
18

 

4. Skripsi Novi Fitriani (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang 

berjudul Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah 

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi membahas pelaksanaan 

mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian, 

termasuk faktor penghambat dan upaya mediator dalam mencapai 

perdamaian para pihak. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis 

karena sama-sama membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak dan 

sama-sama menyoroti mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama. Perbedaannya, penelitian Novi Fitriani berfokus pada proses 

mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, sedangkan penelitian 

penulis berfokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Jember 

                                                      
18

 Taufiq Kotur Rohman, Penerapan Eksekusi terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian 

di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 1818/Pdt.G/2010/PA.Jr) (SKRIPSI IAIN Jember, 

2017/2018). 
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terhadap nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh 

anak.
19

 

5. Skripsi Qothrun Nada Laila Fadhilah (2024) dari UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung yang berjudul Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak 

Asuh Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 

membahas peran dan strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa hak 

asuh anak melalui mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian 

ini mengkaji bagaimana mediator menjalankan proses mediasi, hambatan 

yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, serta upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Penelitian 

tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas 

penyelesaian sengketa hak asuh anak dan sama-sama menyoroti 

mekanisme damai dalam proses penyelesaian perkara. Adapun 

perbedaannya, penelitian Qothrun Nada Laila Fadhilah berfokus pada 

strategi mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim terhadap 

nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di 

Pengadilan Agama Jember.
20

 

  

                                                      
19

 Novi Fitriani, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian 

di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi SKRIPSI Universitas Jambi, 2024). 
20

 Qothrun Nada Laila Fadhilah, Strategi Mediator dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh 

Anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020–2023 (SKRIPSI UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2024). 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Siti 

Sofiyatul 

Qomariya

h 

Analisis Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Penyelesaian Hak 

Asuh Hadhanah 

Kepada Ayah Akibat 

Perceraian (Studi 

Kasus Putusan 

Pengadilan Agama 

Jember 

2722/Pdt.G/2022/PA/Jr

) 

Membahas 

hak asuh 

anak dan 

sama-sama 

berlokasi di 

Pengadilan 

Agama 

Jember. 

Sama-sama 

menyoroti 

peran hakim 

dalam 

penyelesaia

n perkara 

hadhanah. 

Penelitian Siti 

Sofiyatul 

Qomariyah 

berfokus pada 

analisis 

pertimbangan 

hakim dalam 

satu putusan, 

sedangkan  

penelitian ini  

berfokus pada 

pandangan 

hakim terhadap 

nilai keadilan 

restoratif dalam 

penyelesaian 

sengketa hak 

asuh anak 

secara lebih 

luas. 

2. Maulidatu

l Karomah 

Pertimbangan Hakim 

dalam Memutus 

Hadhanah dan Hak 

Nafkah Anak Pasca 

Perceraian (Studi 

Putusan Pengadilan 

Agama Jember Nomor 

2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

) 

 Membahas 

perkara 

hadhanah 

di 

Pengadilan 

Agama 

Jember dan 

sama-sama 

menyoroti 

hakim 

sebagai 

subjek 

penting 

dalam 

penyelesaia

n sengketa. 

Penelitian 

Maulidatul 

Karomah lebih 

menitikberatka

n Pada 

pertimbangan 

hakim dalam 

putusan 

tertentu serta 

juga membahas 

hak nafkah 

anak, 

sedangkan 

penelitian ini 

lebih 

menitikberatka

n pada 

pandangan 

hakim terhadap 

keadilan 

restoratif dalam 

penyelesaian 
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sengketa hak 

asuh anak. 

3. Taufiq 

Kotur 

Rohman 

Penerapan Eksekusi 

terhadap Hak Asuh 

Anak Akibat 

Perceraian di 

Pengadilan Agama 

Jember (Studi Kasus 

No. 

1818/Pdt.G/2010/PA.Jr

) 

Membahas 

hak asuh 

anak akibat 

perceraian 

dan sama-

sama 

mengambil 

lokasi di 

Pengadilan 

Agama 

Jember. 

Penelitian 

Taufiq Kotur 

Rohman 

berfokus pada 

pelaksanaan 

eksekusi 

putusan hak 

asuh anak, 

sedangkan 

penelitian ini  

berfokus pada 

pandangan 

hakim terhadap 

nilai keadilan 

restoratif dalam 

proses 

penyelesaian 

sengketa hak 

asuh anak. 

4. Novi 

Fitriani 

Mediasi dalam 

Penyelesaian Sengketa 

Hak Asuh Anak 

Setelah Perceraian di 

Pengadilan Agama 

Kelas IA Jambi 

Membahas 

penyelesaia

n sengketa 

hak asuh 

anak setelah 

perceraian 

dan sama-

sama 

berkaitan 

dengan 

mekanisme 

penyelesaia

n perkara di 

Pengadilan 

Agama. 

Penelitian Novi 

Fitriani 

berfokus pada 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama Kelas 

IA Jambi, 

sedangkan 

penelitian ini  

berfokus pada 

pandangan 

hakim di 

Pengadilan 

Agama Jember 

dengan 

menggunakan 

nilai keadilan 

restoratif 

sebagai pisau 

analisis. 

5. Qothrun 

Nada 

Laila 

Fadhilah 

Strategi Mediator 

dalam Mediasi 

Sengketa Hak Asuh 

Anak di Pengadilan 

Agama Gunung Sugih 

Membahas 

sengketa 

hak asuh 

anak dan 

sama-sama 

Penelitian 

Qothrun Nada 

Laila Fadhilah 

berfokus pada 

strategi 
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Tahun 2020–2023 menyoroti 

penyelesaia

n perkara 

melalui 

pendekatan 

yang lebih 

damai. 

mediator dalam 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama 

Gunung Sugih, 

sedangkan 

penelitian Ini  

berfokus pada 

pandangan 

hakim terhadap 

nilai keadilan 

restoratif dalam 

penyelesaian 

sengketa hak 

asuh anak di 

Pengadilan 

Agama Jember. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Nilai-Nilai Keadilan Restoratif 

Keadilan restoratif dalam perkara hadhanah dapat dipahami 

sebagai pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak yang 

menitikberatkan pada perlindungan kepentingan anak, pemulihan 

hubungan keluarga, penyelesaian konflik secara damai, dan keberlanjutan 

tanggung jawab orang tua. Pendekatan ini memandang bahwa 

penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak cukup hanya dengan 

menetapkan pihak yang berhak mengasuh, tetapi juga perlu 

memperhatikan akibat konflik terhadap kondisi psikologis anak serta 

hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Pemikiran tersebut sejalan 

dengan kajian H.Aman mengenai kemungkinan penerapan pendekatan 
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restoratif dalam eksekusi hadhanah yang menekankan dialog, pemulihan 

hubungan, dan kepentingan terbaik anak.
21

 

Nilai pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak (best interests 

of the child). Prinsip ini menempatkan kebutuhan, keselamatan, 

perkembangan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam 

menentukan pengasuhan. Dasar normatifnya dapat ditemukan dalam Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang 

mengatur hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila 

pemisahan diperlukan demi kepentingan terbaik anak dan menjadi 

pertimbangan terakhir.
22

 

Nilai kedua adalah dialog dan penyelesaian konflik secara damai. 

Dalam sengketa hadhanah, dialog dapat digunakan untuk mendorong 

orang tua menyepakati pola pengasuhan, komunikasi, pemberian nafkah, 

dan hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Salah satu sarana 

yang tersedia dalam proses peradilan adalah mediasi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Meskipun mediasi dan keadilan restoratif bukan 

konsep yang sepenuhnya sama, mediasi dapat mendukung penyelesaian 

                                                      
21

 H. Aman, “Menggagas Model Restorative Justice dalam Eksekusi Hadhanah (Analisis 

Teoritis dan Praktik di Pengadilan Agama),” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 29 

Oktober 2025. 
22

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya 

Pasal 14 ayat (1) dan (2). 
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sengketa secara damai dan membantu mengurangi pertentangan 

antarpihak.
23

 

Nilai ketiga adalah pemulihan hubungan antara anak dan kedua 

orang tuanya. Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak 

dengan sendirinya menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hadhanah perlu memperhatikan 

keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya sepanjang tidak 

bertentangan dengan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. 

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk bertemu dan 

berhubungan secara tetap dengan kedua orang tuanya. 

Nilai keempat adalah perlindungan anak dari dampak konflik. 

Sengketa hak asuh yang berkepanjangan dapat menempatkan anak dalam 

situasi tekanan emosional, terutama apabila anak dilibatkan dalam 

pertentangan atau dijadikan sarana untuk menyudutkan salah satu orang 

tua. Karena itu, pendekatan restoratif perlu diarahkan pada penyelesaian 

yang tidak memperburuk kondisi psikologis anak. Dalam konteks 

pelaksanaan putusan hadhanah, H.Aman menekankan perlunya 

pendekatan yang lebih manusiawi agar pelaksanaan putusan tidak 

menimbulkan trauma dan memperuncing konflik keluarga. 

Nilai kelima adalah keberlanjutan tanggung jawab bersama orang 

tua. Penetapan hak asuh kepada salah satu pihak tidak seharusnya 

                                                      
23

 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  Pasal 1 angka 1. 
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dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab pihak lainnya. Kedua 

orang tua tetap mempunyai tanggung jawab sesuai hukum terhadap 

pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembiayaan hidup anak. 

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan untuk 

menilai apakah penyelesaian sengketa tidak hanya menentukan pengasuh 

utama, tetapi juga mendorong keberlanjutan peran orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan anak. 

Berdasarkan uraian tersebut, nilai keadilan restoratif dalam perkara 

hadhanah dapat dijadikan perspektif untuk menganalisis pertimbangan 

hakim dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak, mendorong 

penyelesaian konflik secara damai, menjaga hubungan anak dengan kedua 

orang tua, melindungi anak dari dampak perselisihan, dan 

mempertahankan tanggung jawab pengasuhan. Penerapan perspektif ini 

tetap harus memperhatikan fakta perkara, ketentuan hukum yang berlaku, 

dan keselamatan anak. Oleh karena itu, keberadaan nilai restoratif dalam 

pertimbangan hakim tidak serta-merta berarti bahwa hakim telah 

menerapkan mekanisme keadilan restoratif secara formal. 

2. Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

 Dalam hukum Islam, hak asuh anak disebut hadhanah. Hadhanah 

dapat dipahami sebagai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, 

melindungi, mendidik, dan merawat anak yang belum mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri. nilai ini tidak hanya berkaitan dengan hak ayah 

atau ibu, tetapi juga memuat kewajiban orang tua untuk menjamin 
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keselamatan, pertumbuhan, dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, 

dalam perkara perceraian, hak asuh anak tidak seharusnya dilihat sebagai 

perebutan antara ayah dan ibu, melainkan harus dinilai berdasarkan pihak 

yang paling mampu melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik bagi 

anak.
24

 

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya 

merupakan nilai yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk 

memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan 

kepada anak. nilai ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak 

yang memperoleh hak untuk tinggal bersama anak setelah perceraian, 

tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, hadhanah 

memiliki dimensi perlindungan yang menempatkan anak sebagai subjek 

yang harus memperoleh perhatian terhadap kebutuhan fisik, pendidikan, 

perkembangan psikologis, sosial, dan spiritualnya. 

Menurut Robi Alighan Hanantaqi, Wildani Hefni, dan Moh. Lutfi 

Nurcahyo, perkembangan kondisi sosial menunjukkan bahwa pemaknaan 

hadhanah tidak selalu dapat dibatasi pada hubungan pengasuhan antara 

anak dan orang tua biologis. Hadhanah dapat dipahami secara lebih luas 

sebagai tanggung jawab yang berorientasi pada kesejahteraan dan 

perlindungan anak. Dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga 

                                                      
24

 Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian: 

Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah 

dan Hukum Vol 2, no. 1 (2018): 58-89. 



19 
 

 

Islam, orientasi tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai dasar 

utama dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan pengasuhan.
25

 

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan tentang hak asuh 

anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam 

tersebut diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam 

menyelesaikan persoalan hukum perkawinan, kewarisan, serta 

perwakafan.
26

 Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 

bahwa setelah perceraian terjadi, pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun pada prinsipnya berada 

pada ibunya. Sementara itu, anak yang sudah mumayyiz diberikan 

kebebasan untuk menentukan apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. 

Namun, tanggung jawab biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan 

kepada ayah.
27

 

Namun, ketentuan yang menempatkan ibu sebagai pemegang hak 

asuh anak yang belum mumayyiz tidak boleh dipahami secara mutlak. 

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak hadhanah 

tetap harus memperhatikan jaminan keselamatan fisik dan mental anak. 

Jika pihak yang memegang hadhanah tidak mampu menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat 
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mengalihkan hak hadhanah kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu 

menjalankan tanggung jawab pengasuhan.
28

 Oleh karena itu, dasar utama 

dalam hadhanah bukan semata-mata hubungan biologis antara anak dan 

orang tua, melainkan kemaslahatan, keamanan, dan perlindungan terbaik 

bagi anak.” 

Nilai tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan 

Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
29

 Dalam konteks sengketa 

hak asuh, prinsip ini berarti bahwa hakim perlu mempertimbangkan 

kondisi nyata anak, kelayakan orang tua, lingkungan pengasuhan, 

pendidikan, kesehatan, keamanan, dan stabilitas emosional anak. 

3. Dasar Al-Qur’an Hak Asuh Anak 

 Nilai hadhanah memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur’an, 

salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut 

menerangkan kewajiban ibu untuk menyusui anak serta kewajiban ayah 

untuk memberikan nafkah dan pakaian secara layak. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama 

ayah dan ibu sesuai dengan perannya masing-masing.
30

Dalam sengketa 
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hak asuh anak, ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa perceraian tidak 

menghilangkan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan 

dan kepentingan anak. 

Landasan lain mengenai pengasuhan anak terdapat dalam QS. At-

Tahrim ayat 6, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk 

melindungi diri dan keluarganya dari hal-hal buruk. Ayat ini berkaitan 

dengan hak asuh anak karena pengasuhan tidak hanya terbatas pada 

pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, 

pembinaan agama, moral, serta keselamatan anak.
31

Oleh sebab itu, orang 

tua yang diberi hak asuh harus mampu melindungi anak dari kondisi 

yang dapat mengganggu perkembangan jasmani dan rohaninya. 

4. Dasar Hadis tentang Hak Asuh Anak 

Dalam hadis disebutkan riwayat tentang seorang ibu yang 

mengadu kepada Rasulullah SAW karena anaknya akan diambil oleh 

ayahnya setelah terjadi perceraian. Rasulullah SAW kemudian 

menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut selama ia 

belum menikah lagi. Hadis ini kerap dijadikan dasar bahwa ibu memiliki 

kedudukan yang lebih utama dalam pengasuhan anak yang masih kecil.
32

 

Namun, keutamaan ibu dalam hadhanah tetap harus dikaitkan dengan 

kemampuannya dalam menjaga kemaslahatan anak. Jika terdapat kondisi 
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yang membuat ibu tidak layak menjalankan pengasuhan, maka hak asuh 

dapat diberikan kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin 

kepentingan terbaik bagi anak. 

Hadis lainnya menjelaskan bahwa anak yang telah mampu 

menentukan pilihan diberi kesempatan untuk memilih antara ayah atau 

ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendapat anak perlu 

diperhatikan ketika anak sudah mencapai tingkat kematangan tertentu.
33

 

Dalam perkara hak asuh anak, suara anak tidak seharusnya diabaikan, 

terutama apabila anak telah mumayyiz dan mampu menyampaikan 

pilihannya secara sadar. 

5. Kaidah Fikih dalam Hak Asuh Anak 

Dalam hukum keluarga Islam, sengketa hak asuh anak juga dapat 

dikaji dengan menggunakan kaidah fikih. Salah satu kaidah yang relevan 

yaitu: 

a. Kaidah pertama : 

 الضَّرَرُ يُ زَالُ 
Al-dhararuyuzal  

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.  

 

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya atau 

kerugian harus dicegah dan dihilangkan. Dalam perkara hak asuh 

anak, hakim perlu memastikan bahwa anak tidak berada dalam pola 
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pengasuhan yang dapat membahayakan kondisi fisik, psikologis, 

pendidikan, agama, maupun masa depannya.
34

Apabila salah satu 

orang tua terbukti menimbulkan mudarat bagi anak, maka hak asuh 

tidak semestinya diberikan kepada pihak tersebut. 

b. Kaidah kedua  

مٌ عَلَى جَل بِ ال مَصَالِحِ دَر    ءُ ال مَفَاسِدِ مُقَدَّ
Dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih 

Artinya, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan. 

 

Kaidah ini relevan ketika hakim menghadapi dua pilihan yang 

sama-sama memiliki sisi maslahat, tetapi salah satunya mengandung 

risiko lebih besar bagi anak. Dalam kondisi seperti itu, hakim perlu 

mendahulukan pencegahan bahaya bagi anak. Misalnya, meskipun 

salah satu orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang baik, tetapi 

apabila lingkungan pengasuhannya tidak aman bagi anak, maka 

aspek keselamatan anak harus lebih diutamakan. 

c. Kaidah ketiga 

مَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ باِل مَص لَحَةِ تَ   صَرُّفُ الْ ِ
Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah  

Artinya, kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada 

kemaslahatan. 

 

 Dalam konteks peradilan, hakim sebagai pejabat yang memutus 

perkara harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan. 

                                                      
34

 Abdul Helim, Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Nilai, dan Implementasi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2024), 31. 



24 
 

 

Putusan mengenai hak asuh anak harus diarahkan pada perlindungan 

anak, bukan semata-mata pada tuntutan salah satu pihak. Kaidah ini 

penting karena sengketa hak asuh anak tidak cukup diselesaikan 

berdasarkan klaim ayah atau ibu, tetapi harus dinilai berdasarkan 

kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling berkepentingan. 

6. Teori Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai isi, pelaksanaan, 

serta hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, 

mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, dan memberikan 

manfaat bagi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam 

administrasi publik, evaluasi kebijakan tidak hanya membahas 

bagaimana kebijakan dilaksanakan, tetapi juga menilai nilai, manfaat, 

serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.
35

 

Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan digunakan untuk 

mengkaji penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian 

perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. Teori ini penting 

karena penelitian tidak hanya berfokus pada pandangan hakim, tetapi 

juga mengkaji hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di lapangan. 

Melalui teori evaluasi kebijakan, penelitian ini dapat menilai apakah 

pendekatan keadilan restoratif telah berjalan efektif, mampu memenuhi 
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kebutuhan anak, memberikan keadilan bagi para pihak, responsif 

terhadap kondisi keluarga, serta tepat digunakan dalam penyelesaian 

sengketa hak asuh anak. 

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria dalam 

evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian ini, kriteria yang 

digunakan adalah efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan 

ketepatan. Adapun kriteria efisiensi tidak menjadi fokus utama karena 

penelitian ini tidak mengukur biaya atau penggunaan sumber daya secara 

kualitatif penelitian ini lebih menekankan pada penilaian terhadap 

penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh anak. 

Pertama, efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana 

pendekatan keadilan restoratif mampu membantu penyelesaian sengketa 

hak asuh anak. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dapat dinilai dari 

kemampuan pendekatan tersebut dalam mendorong penyelesaian yang 

lebih damai, mengurangi konflik antara orang tua, serta mengarahkan 

penyelesaian perkara pada perlindungan kepentingan anak. 

Kedua, kecukupan digunakan untuk menilai apakah pendekatan 

keadilan restoratif mampu menjawab kebutuhan anak dan orang tua 

setelah perceraian. Sengketa hak asuh anak tidak cukup diselesaikan 

hanya dengan menentukan pihak yang berhak mengasuh anak. 

Penyelesaian yang memadai perlu memperhatikan aspek nafkah, 
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pendidikan, hak kunjung, komunikasi antara orang tua, serta kondisi 

psikologis anak. 

Ketiga, pemerataan digunakan untuk menilai apakah penyelesaian 

sengketa telah memberikan perlakuan yang adil bagi ayah, ibu, dan anak. 

Pemerataan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai penyamaan kedudukan 

semua pihak secara mutlak. Pemerataan lebih diarahkan pada pemberian 

ruang yang proporsional bagi setiap pihak. Anak harus ditempatkan 

sebagai pihak yang paling dilindungi, sedangkan ayah dan ibu tetap 

diberi kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan sesuai 

dengan kemampuan dan kelayakannya. 

Keempat, responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana 

hakim atau proses penyelesaian perkara merespons kebutuhan nyata para 

pihak. Responsivitas berarti penyelesaian perkara tidak hanya mengikuti 

prosedur formal, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret keluarga, 

kebutuhan anak, kemampuan orang tua, serta hambatan yang muncul 

selama proses penyelesaian perkara.
36

 

Kelima, ketepatan digunakan untuk menilai apakah pendekatan 

keadilan restoratif tepat digunakan dalam sengketa hak asuh anak. 

Ketepatan ini dapat dilihat dari kesesuaian antara nilai keadilan restoratif 

dengan karakter perkara hak asuh anak. Karena perkara hak asuh anak 

menyangkut relasi keluarga dan kepentingan anak, pendekatan yang 
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menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan dapat dipandang 

relevan untuk digunakan sebagai sudut pandang penyelesaian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah ilmiah yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan, mengolah, dan menganalisis data sesuai dengan fokus 

kajian. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berperan untuk 

menetapkan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. Seluruh unsur tersebut 

digunakan agar rumusan masalah dapat dijawab secara runtut, jelas, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
37

 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian 

yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam 

masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai 

norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat 

dari praktik, pengalaman, serta pandangan aparat peradilan dalam 

menyelesaikan perkara hukum keluarga. Penggunaan penelitian hukum 

empiris dipilih karena fokus penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan 

normatif mengenai hak asuh anak, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim 

Pengadilan Agama Jember memahami dan menempatkan nilai-nilai 

keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Dengan 
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demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual 

mengenai praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak, khususnya yang 

berkaitan dengan pandangan hakim, pelaksanaan mediasi, serta kendala 

penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hadhanah. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua 

pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

sosiologi hukum. 

Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 

hak asuh anak, kewenangan Pengadilan Agama, perlindungan anak, dan 

mediasi di pengadilan.
38

 Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji 

beberapa regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang tentang 

Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan 

Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Pendekatan perundang-undangan penting digunakan agar 

penelitian ini tetap memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melihat posisi 

hakim, kewenangan Pengadilan Agama, serta dasar hukum penyelesaian 

sengketa hak asuh anak.
39

 

“Kedua, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat 

bagaimana hukum bekerja dalam praktik penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Jember. Pendekatan ini digunakan karena sengketa hak 
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asuh anak tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga 

berhubungan dengan kondisi sosial keluarga, relasi antara ayah dan ibu 

setelah perceraian, kepentingan terbaik bagi anak, serta efektivitas 

penyelesaian secara damai. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti 

dapat menggali pandangan hakim, mediator, dan orang tua dari anak yang 

terdampak sengketa mengenai penerapan nilai-nilai keadilan restoratif 

dalam perkara hak asuh anak.
40

 

Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, penelitian ini 

diharapkan mampu menghubungkan aspek normatif dan aspek empiris. 

Aspek normatif digunakan untuk memahami dasar hukum penyelesaian 

perkara hak asuh anak, sedangkan aspek empiris digunakan untuk melihat 

bagaimana nilai keadilan restoratif dipahami dan dipraktikkan dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember. Pemilihan 

Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan 

pada pertimbangan administratif atau kemudahan akses, tetapi juga karena 

lembaga tersebut memiliki hubungan langsung dengan fokus kajian penelitian, 

yaitu penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam perkara hukum keluarga 

Islam. 

Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
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yang beragama Islam, termasuk perkara di bidang perkawinan. Sengketa hak 

asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu akibat hukum dari perceraian 

yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan. Oleh karena itu, 

Pengadilan Agama Jember merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji 

pandangan hakim terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak
41

 

Pertimbangan lain yang memperkuat pemilihan lokasi ini adalah 

adanya layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember sebagai strategi 

penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Keberadaan layanan 

tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak hanya berperan 

sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga memiliki perhatian terhadap 

pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.
42

 Kondisi ini 

menjadikan Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi yang tepat untuk 

meneliti pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, terutama karena 

keadilan restoratif menekankan dialog, pemulihan, tanggung jawab para pihak, 

dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak konflik keluarga. 

Berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Agama Jember dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, 

memiliki pengalaman menangani perkara hak asuh anak, serta memiliki 

konteks empiris yang relevan dengan perlindungan hak anak pascaperceraian. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi 

karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan 

persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian 

dipilih berdasarkan kebutuhan data lapangan, sehingga peneliti dapat 

memperoleh keterangan yang relevan dengan fokus penelitian.
43

 

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 

berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki hubungan langsung 

dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember. 

Adapun subjek penelitian ini meliputi: 

1. Hakim Pengadilan Agama Jember, sebagai subjek utama penelitian. 

Hakim dipilih karena memiliki kewenangan dalam memeriksa, 

mempertimbangkan, dan memutus perkara hak asuh anak. Keterangan dari 

hakim diperlukan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap nilai 

keadilan restoratif, dasar pertimbangan dalam perkara hak asuh anak, serta 

kendala dan solusi yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai restoratif. 

2. Mediator Pengadilan Agama Jember, sebagai subjek pendukung. Mediator 

dipilih karena memiliki peran dalam proses mediasi perkara keluarga. 

Keterangan dari mediator diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses 

dialog, upaya perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara non-

adversarial dilakukan dalam perkara hak asuh anak. 
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3. Orang tua dari anak yang terdampak sengketa hak asuh anak, sebagai 

subjek pendukung. Orang tua yang dimaksud adalah ayah atau ibu yang 

pernah atau sedang terlibat dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan 

Agama Jember, sepanjang dapat diakses dan bersedia memberikan 

keterangan. Keterangan dari orang tua diperlukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pengalaman para pihak dalam proses penyelesaian 

sengketa, hambatan komunikasi setelah perceraian, pemenuhan 

kepentingan anak, serta sejauh mana penyelesaian perkara dirasakan 

mampu memberikan perlindungan bagi anak. 

 Dengan melibatkan hakim, mediator, dan orang tua dari anak yang 

terdampak sengketa, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang 

lebih utuh. Hakim memberikan perspektif yuridis dan pertimbangan peradilan, 

mediator memberikan perspektif proses penyelesaian secara damai, sedangkan 

orang tua memberikan perspektif pengalaman langsung sebagai pihak yang 

terdampak perkara hak asuh anak. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan 

agar data yang diperoleh lebih lengkap, baik dari keterangan narasumber, 

pengamatan langsung, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian.
44
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1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 

kepada narasumber untuk memperoleh data yang mendalam. Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan kepada hakim dan mediator 

Pengadilan Agama Jember. Wawancara digunakan untuk menggali 

pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, penerapannya dalam 

sengketa hak asuh anak, serta kendala yang muncul dalam praktik 

penyelesaian perkara. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan atau situasi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan di Pengadilan Agama Jember untuk melihat konteks empiris 

penyelesaian perkara, terutama yang berkaitan dengan proses mediasi dan 

praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat 

berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi 

Hukum Islam, PERMA tentang mediasi, jurnal, buku, dan dokumen lain 

yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil 

wawancara dan observasi. 
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E. Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

kualitatif interaktif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan 

analisis data tidak dapat dipisahkan secara kaku, karena keduanya 

berlangsung secara simultan dan saling berkaitan. Ahmad Rijali menjelaskan 

bahwa analisis data kualitatif berlangsung melalui proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
45

 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari 

lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan langsung 

dengan pandangan hakim terhadap nilai keadilan restoratif, penerapan 

keadilan restoratif, dan kendala penyelesaian sengketa hak asuh anak. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data adalah proses menyusun data secara sistematis agar 

mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam 

bentuk uraian deskriptif berdasarkan tema penelitian. Tema tersebut 

meliputi pandangan hakim, penerapan nilai keadilan restoratif, nilai hak 

asuh anak, mediasi, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

sengketa hak asuh anak. 

  

                                                      
45

 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Vol 17, no. 33 

(2018): 83-84. 



36 

 
 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna dari 

data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

telah diverifikasi. Tahap ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah 

secara logis dan sesuai dengan temuan penelitian di lapangan. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara 

membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, atau waktu untuk 

memperoleh data yang lebih kredibel.
46

Dalam penelitian ini, triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari beberapa narasumber. Dalam penelitian ini, data dari hakim 

dapat dibandingkan dengan data dari mediator, dokumen pengadilan, 

putusan, dan bahan hukum lain yang relevan. Cara ini digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu 

sudut pandang. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui teknik yang berbeda. Misalnya, data hasil wawancara 
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dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Apabila terdapat 

perbedaan data, peneliti akan melakukan pengecekan ulang agar diperoleh 

data yang lebih tepat dan dapat dipercaya. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini disusun untuk menggambarkan rencana 

pelaksanaan penelitian secara sistematis. Tahap penelitian terdiri atas tahap 

pra lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian. 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian, 

menentukan fokus masalah, merumuskan rumusan masalah, menentukan 

lokasi penelitian, memilih subjek penelitian, menyusun pedoman 

wawancara, serta menyiapkan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, 

peneliti juga mengurus surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Jember. 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

Pada tahap ini, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dengan 

hakim dan mediator, observasi terhadap situasi penelitian, serta 

pengumpulan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh kemudian 

dicatat, dipilah, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis data, memeriksa 

keabsahan data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan hasil 

penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan dan 
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dikaitkan dengan teori keadilan restoratif, nilai hak asuh anak, serta teori 

evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Dalam peneltian ini, peneliti melakukan penelian di Pengadilan 

Agama Jember. Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai lokasi penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan 

menguraikan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember. 

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember 

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu Pengadilan 

Agama kelas IA yang secara struktural berada di bawah wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Keberadaan Pengadilan Agama 

Jember sebagai lembaga peradilan telah berkembang sejak terbentuknya 

institusi peradilan agama di Jawa dan Madura. Secara kelembagaan, 

pembentukan Pengadilan Agama tersebut memiliki dasar historis yang 

berkaitan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad Tahun 

1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Perkembangan kelembagaan tersebut 

kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 5 

Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.
47

 

Salah satu dasar historis mengenai kewenangan peradilan agama di 

wilayah Jawa dan Madura dapat ditemukan dalam Staatsblad 1835 Nomor 

58. Ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan ruang bagi 

penyelesaian perkara tertentu yang terjadi di antara masyarakat Jawa dan 
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Madura, khususnya perkara yang berkaitan dengan perkawinan, 

pembagian harta benda, serta persoalan keperdataan lainnya yang menurut 

ketentuan agama Islam harus diselesaikan berdasarkan syariat Islam. 

Dalam hal tersebut, perkara yang menyangkut hukum agama diserahkan 

kepada ahli hukum Islam untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Meskipun demikian, kewenangan tersebut pada masa itu belum 

sepenuhnya mencakup pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan harta 

benda maupun pembayaran yang timbul sebagai akibat dari keputusan ahli 

agama. Apabila terdapat perselisihan mengenai pembagian harta atau 

kewajiban pembayaran yang muncul dari putusan tersebut, 

penyelesaiannya masih menjadi kewenangan pengadilan umum. 

Pengadilan umum kemudian mempertimbangkan putusan yang telah 

diberikan oleh ahli agama sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan 

sekaligus memastikan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan.” 

Pengadilan Agama Jember mulai berdiri sekitar tahun 1950 dan 

pada masa awal keberadaannya berkedudukan di Kota Jember yang 

menjadi salah satu pusat koordinasi wilayah eks Karesidenan Besuki. Pada 

periode awal tersebut, kantor Pengadilan Agama Jember bertempat di 

Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember dan berada di bawah 

kepemimpinan KH. Mursyid. Kemudian, pada tahun 1974, ketika 

Pengadilan Agama Jember dipimpin oleh Drs. Moh. Ersyad, kantor 

tersebut dipindahkan ke kawasan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, 
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Kecamatan Sumbersari, Jember. Pada lokasi tersebut, Pengadilan Agama 

Jember telah memiliki gedung sendiri yang berdiri di atas tanah seluas 

kurang lebih 1.175 m² dan beralamat di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. 

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tanggal 1 Januari 2015, 

ketika Pengadilan Agama Jember berpindah ke gedung baru yang 

beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, 

Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. 
48

Gedung tersebut menjadi lokasi 

Pengadilan Agama Jember hingga saat ini. Dalam perjalanan 

kelembagaannya sejak pertama kali didirikan sampai sekarang, Pengadilan 

Agama Jember telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan atau 

ketua sebagai bagian dari perkembangan dan keberlangsungan institusi 

peradilan agama di Kabupaten Jember. Dengan nama-nama pimpinan 

sebagai berikut: 

a. KH. Mursyid Periode 1950-1960 2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 

1966-1970 

b. KH. Moh Cholil Periode 1971-1973 

c. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982 

d. Drs. H. Abd. Kadir, S.H. Periode 1982-1992 

e. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. Periode 1992-1995 

f. H. Agus Widodo, S.H. Periode 1995-2001 

g. Drs. H. Abu Amar, S.H. Periode 2001-2004 

h. Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. Periode 2004-2006 
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i. Drs. H. Sudirman, S.H., M.H. Periode 2006-2008 

j. Drs. Ali Rahmat, S.H. Periode 2008-2010 

k. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. Periode 2010-2013 

l. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. Periode 2013-2016 

m. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. Periode 2016-2019 

n. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. Periode 2019-2020 16. Dr. H. 

Muslikin, M.H. Periode 2020-2021 

o. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. Periode 2021-2022 

p. Drs. H. Faiq, M.H. Periode 2022-2024 

q. Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. Periode 2024-2025 

r. Drs. H. Yenisuryadi, M.H. Periode Juni 2025-Mei 2026.
49

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember 

Visi: 

Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung Visi tersebut 

mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada pihak 

yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar hukum dapat 

ditegakkan, dan memiliki harapan dapat memotivasi seluruh pejabat serta 

karyawan-karyawati Peradilan Agama Jember dalam melaksanakan 

aktivitas peradilan. 

 

Misi: 

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember 

2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern 

3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama 

Jember 

4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama 

Jember
50
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember 

 

Gambar 4. 1 Struktural Pengadilan Agama Jember 

 

a. Ketua Pengadian: M.Ali Muchdor, S.Ag., M.H. 

b. Wakil Ketua Pengadilan: Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. 

c. Nama-nama Hakim: 

1) Drs.Anwar, Anwar, S.H., M.H.E.S. 

2) Drs.M.Syalfudin Zuhri, S.H. 

3) Drs.Afnan Muhamidan, M.H. 

4) Drs.Murdini, M.H. 

5) Drs.H. Ramli, M.H. 

6) Drs.H. Saefudin, M.H. 

7) Drs.Moh. Hosen, S.H., M.H. 

d. Panitera: M.Nidzam Fickry, S.H. 

e. Panitera Muda Gugatan: Abd, Rachman, S.H. 

f. Panitera Muda Permohonan: Abdur Rohman, S.H., M.H. 
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g. Panitera Muda Hukum: Riza Amalia, S.E.I., M.H. 

h. Nama-nama Panitera Pengganti: 

1) Tahir, S.H. 

2) Erlinawati, S.H. 

3) Zulfilkar, S.H. 

4) Nurul Hidayat, S.H. 

5) Ambar Budi Utumo, S.H. 

6) Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. 

7) Abdul Qodir, S.H.I. 

8) Humayni Fadli, S.H., M.H. 

i. Juru Sita: Makmun Sholihin, S.H. dan Suyanto, S.H. 

j. Juru Sita Pengganti: 

1) Herlinda Damayanti, A.Md. 

2) Yosi Widiani, A.Md. 

3) Setiyawan Nugroho, A.Md. 

k. Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tatalaksana: AhamadArifin A, 

S.H.I., M.H. 

l. Kasubbag Umum Dan Keuangan: Faessol Hasbi, S.E., S.H. 
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B. Penyajian Data dan Analisis  

1.  Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Nilai Keadilan Restoratif 

Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama 

Jember 

Hakim memiliki kedudukan strategis dalam menentukan putusan 

mengenai hak asuh anak. Dalam menjalankan kewenangannya, majelis 

hakim perlu memperhatikan berbagai indikator yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kesejahteraan anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya 

bersumber dari penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki 

kompetensi tertentu apabila diperlukan untuk memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai kondisi anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di 

Pengadilan Agama Jember, diperoleh keterangan bahwa penyelesaian 

perkara hak asuh anak pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan 

persoalan hak antara ayah dan ibu, tetapi juga harus mempertimbangkan 

kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam memutus perkara, hakim perlu 

melihat kondisi masing-masing pihak serta keadaan anak secara 

menyeluruh. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Anwar : 

bahwa kami dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan 

lagi terkait kepentingan dan kesejahteraan bagi anak, oleh karena 

itu memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait hak asuh anak atau 

hadhanah. 
51

 

 

                                                      
51

 Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai hakim pada Pengadadilan Agama Jember, 

wawancara pribadi, 12 Agustus 2026, (13.00 WIB). 



46 

 

 

 Pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak semata-

mata didasarkan pada keinginan salah satu orang tua untuk memperoleh 

hak asuh. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa keputusan 

yang diberikan memberikan manfaat terbaik bagi anak. Oleh karena itu, 

kondisi psikologis, lingkungan tempat tinggal, hubungan anak dengan 

kedua orang tua, serta kemampuan masing-masing pihak dalam 

memberikan pengasuhan menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. Anwar, S.H., 

M.H.E.S.  selaku hakim Pengadilan Agama Jember  yakni :  

Dalam menentukan hak asuh anak, yang paling utama adalah 

kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan keinginan salah satu 

orang tua. Karena itu, kondisi psikologis anak, lingkungan tempat 

tinggal, hubungan dengan kedua orang tua, serta kemampuan 

pengasuhan menjadi pertimbangan hakim.
52

 

 

Hal ini dapat mempengaruhi jumlah data yang dapat dilihat 

berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Jember 

bahwa angka perkara tentang penguasaan anak atau hadhanah pada tahun 

2023 sampai 2025 yaitu: 
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Gambar 4. 2 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2023 
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Gambar 4. 3 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2024 
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Gambar 4. 4 Data Perkara Penguasaan Anak Tahun 2025 

Data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Jember dari 

rentan waktu tahun 2023 hingga 2025 mengalami naik turun, yang mana 

padatahun 2023 terdapat 13 kasus sedangkan di tahun 2024 mengalami 

kenaikan berjumlah 17 kasus dan yang terakhir di tahun 2025 mengalami 
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penurunan di angka 12 kasus.
53

 Dengan demikian merujuk pada data yang 

ada dan wawancara kepada pihak yang masing-masing mengatakan hal 

berbeda terkait pelaksanaan putusan. Ibu LS mengatakan bahwa terkait 

putusan hadhanah bahwa benar pengasuhan anak jatuh kepada nya akan 

tetapi nafkah mut’ah dan iddah tidak diberikan oleh mantan suami nya.
54

  

Sedangkan menurut keterangan ibu RZ yang diwakilkan oleh kuasa 

hukum nya yakni Muhammad Irfan bahwasan nya terkait pelaksanaan 

putusan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya baik dari pihak 

tergugat maupun penggugat.
55

 

Dalam sengketa penguasaan anak, pemulihan tidak seharusnya 

dimaknai semata-mata sebagai berakhirnya perkara melalui putusan 

pengadilan. Pemulihan lebih luas, yaitu adanya upaya untuk mengurangi 

dampak konflik antara orang tua terhadap hubungan keluarga dan kondisi 

anak. Sengketa hak asuh pada dasarnya tidak hanya menyangkut 

kepentingan ayah dan ibu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan 

hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penyelesaian 

yang bersifat restoratif dapat dilihat dari ada atau tidaknya upaya untuk 

memulihkan komunikasi orang tua, mengurangi konflik, serta menjamin 

anak tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang 

tuanya. 
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Dalam konteks peradilan, proses mediasi memiliki relevansi 

dengan gagasan tersebut karena para pihak diberi ruang untuk 

menyelesaikan perselisihan melalui perundingan dengan bantuan mediator. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak mengikuti mediasi 

dengan iktikad baik dan memberikan ruang bagi para pihak untuk 

berpartisipasi secara langsung dalam proses tersebut
56

 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak 

Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S sebagai mediator pada Pengadilan 

Agama Jember: 

saya sebagai mediator disini sifat nya hanya membantu 

mendamaikan melalui mediasi dengan mendengarkan konflik dari 

kedua belah pihak untuk mencari solusi terkait permasalahan yang 

sedang dihadapi dan tidak bisa mengitruksikan hasil persidangan 

apapun hasil bentuk yang didapatkan selama mediasi.
57

 

 

Keadilan restoratif menempatkan pihak yang terlibat dalam konflik 

bukan hanya sebagai pihak yang menuntut hak, tetapi juga sebagai pihak 

yang memiliki tanggung jawab terhadap akibat konflik. Dalam perkara hak 

asuh, tanggung jawab tersebut terutama berkaitan dengan kewajiban orang 

tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan menjaga hubungan anak dengan 

kedua orang tuanya. 

Prinsip tersebut sejalan dengan konstruksi hukum keluarga Islam. 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak 
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yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya 

menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung 

jawab ayah.
58

 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pengasuhan dan 

tanggung jawab terhadap anak merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Sebagaimana yang terdapat pada putusan Nomor 

2731/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pokok perkara gugatan hadhanah dan 

nafkah anak pasca perceraian dengan pertimbangan hakim yaitu 

mempertimbangkan kepentingan anak, kedudukan ibu sebagai pengasuh, 

serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah. Adapun putusan hakim 

dalam perkara tersebut yaitu hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ayah 

dibebani kewajiban nafkah anak serta memberikan akses kepada ayah 

untuk menemui anak dan tidak boleh menghalang-halangi. 

Dialog merupakan unsur penting karena penyelesaian restoratif 

berusaha mengubah pola penyelesaian konflik dari pertentangan menuju 

komunikasi. Dalam sengketa hak asuh, dialog menjadi semakin penting 

karena hubungan antara ayah dan ibu pada dasarnya tidak berakhir setelah 

perceraian. Mereka tetap memiliki hubungan sebagai orang tua dari anak 

yang sama. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kedudukan penting 

kepada mediator untuk membantu para pihak mencari penyelesaian atas 

permasalahan mereka. Para pihak juga diwajibkan hadir secara langsung 
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dalam pertemuan mediasi, kecuali terdapat alasan yang sah.
59

 Ketentuan 

tersebut dapat menjadi dasar untuk menganalisis apakah proses mediasi di 

Pengadilan Agama Jember benar-benar digunakan sebagai ruang dialog 

atau hanya menjadi tahapan prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke 

persidangan. 

Dalam penyelesaian perkara partisipasi pihak yang beperkara 

sangat dibutuhkan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya peneliti 

dapatkan dari pihak yang beperkara yang tidak mau disebutkan identitas 

nya atau ibu S yaitu:
60

 

Proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama 

dimulai karena saya dan pihak lain tidak menemukan kesepakatan 

mengenai pengasuhan anak pasca gugat cerai. Selama proses 

tersebut, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat dan keinginan masing-masing, terutama mengenai siapa 

yang akan mengasuh anak dan bagaimana hubungan anak dengan 

kedua orang tua setelah perkara selesai. Dalam proses mediasi, 

mediator berperan sebagai pihak yang membantu 

mempertemukan kepentingan kami dan mengarahkan 

pembicaraan agar tidak hanya berfokus pada persoalan pribadi, 

tetapi juga pada kepentingan anak. Menurut saya, penyelesaian 

perkara sudah cukup memperhatikan kepentingan anak karena 

kami diarahkan untuk memikirkan kebutuhan, pengasuhan, 

nafkah, serta hubungan anak dengan kedua orang tua. Setelah 

perkara selesai, tanggung jawab terhadap anak tetap dijalankan 

oleh kedua orang tua. Meskipun anak tinggal bersama salah satu 

pihak, orang tua yang lain tetap mempunyai tanggung jawab 

memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, dan kesempatan 

untuk bertemu dengan anak. Mengenai keadilan, saya merasa 

penyelesaian perkara sudah cukup adil karena hakim dan 

mediator tidak hanya melihat kepentingan masing-masing orang 

tua, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak. 

Namun, menurut saya penyelesaian sengketa hak asuh bukan 

hanya tentang siapa yang mendapatkan hak asuh, melainkan 
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bagaimana setelah perkara selesai kedua orang tua tetap dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dan tidak menjadikan anak 

sebagai bagian dari konflik mereka. 

 

Dalam sengketa hak asuh, anak merupakan pihak yang secara 

langsung terkena dampak konflik orang tuanya meskipun secara formal 

bukan selalu menjadi pihak dalam perkara. 

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian tidak cukup 

dilihat dari siapa yang memperoleh hak pengasuhan. Putusan yang 

memberikan hak asuh kepada ibu atau ayah belum tentu sepenuhnya 

mencerminkan pendekatan restoratif apabila setelah putusan konflik orang 

tua tetap berlanjut dan hubungan anak dengan salah satu orang tua 

terputus. Sebaliknya, penyelesaian dapat dikatakan lebih berorientasi pada 

kepentingan anak apabila selain menentukan pengasuhan, juga 

mempertimbangkan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua, 

kebutuhan pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta 

keamanan dan kenyamanan anak. 

Hal tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

yang menjadi salah satu asas penting dalam kebijakan peradilan anak. 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mencantumkan kepentingan 

terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta 

penghargaan terhadap pendapat anak sebagai asas dalam pemeriksaan 

perkara yang diaturnya.
61
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2. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Hakim Dalam Menerapkan Nilai 

Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak Di 

Pengadilan Agama Jember. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Jember, diperoleh informasi bahwa dalam perkara penguasaan anak, hakim 

menghadapi beberapa keterbatasan dalam menentukan pihak yang paling 

tepat untuk menjalankan pengasuhan. Salah satu keterbatasan tersebut 

berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi psikologis dan emosional 

anak. Hakim pada dasarnya memiliki kompetensi di bidang hukum, 

sehingga penilaian mengenai kondisi psikologis anak tidak sepenuhnya 

dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan hukum di persidangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang lebih objektif, informasi mengenai kondisi 

psikologis anak dapat diperoleh melalui asesmen atau keterangan dari 

tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi. 

Dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak, hakim terlebih 

dahulu melihat keadaan konkret yang dapat ditemukan dan dibuktikan 

dalam persidangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain 

kondisi tempat tinggal, lingkungan pengasuhan, kemampuan orang tua 

memenuhi kebutuhan anak, pendidikan, kesehatan, serta hubungan anak 

dengan masing-masing orang tua. Pertimbangan tersebut menjadi penting 

karena hakim harus memastikan bahwa pihak yang memperoleh 

pengasuhan mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan 

dasar anak. 
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Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kondisi ekonomi 

dan lingkungan tempat tinggal belum dapat menggambarkan seluruh 

kebutuhan anak. Anak juga mempunyai kebutuhan emosional dan 

psikologis yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam keadaan 

tertentu, asesmen psikologi dapat menjadi bahan pendukung bagi hakim. 

Hasil asesmen tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

psikologis anak, kedekatan emosional dengan orang tua, serta kebutuhan 

anak yang tidak selalu dapat diketahui melalui alat bukti biasa dalam 

persidangan. 

Selain persoalan tersebut, ditemukan pula bahwa ketentuan 

mengenai pengasuhan anak setelah perceraian masih memberikan ruang 

yang cukup besar terhadap model pengasuhan oleh salah satu orang tua. 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, misalnya, menentukan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

pada dasarnya merupakan hak ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz 

diberikan pilihan untuk menentukan ikut ayah atau ibunya. Ketentuan 

tersebut juga membebankan biaya pemeliharaan kepada ayah.
62

 

Dalam praktiknya, penentuan pihak yang memegang hak 

pengasuhan tidak berarti bahwa orang tua lainnya kehilangan seluruh 

tanggung jawab terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan menegaskan 

bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak 

berdasarkan kepentingan anak, sekalipun perkawinan kedua orang tua 
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telah berakhir.
63

 Dengan demikian, penetapan hak asuh seharusnya tidak 

dipahami semata-mata sebagai penentuan siapa yang tinggal bersama 

anak, tetapi juga sebagai pengaturan mengenai bagaimana tanggung jawab 

kedua orang tua tetap dijalankan 

Dalam perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan kepentingan 

anak, khususnya mengenai penentuan hak asuh, terdapat sejumlah faktor 

yang dapat membatasi optimalisasi peran hakim dalam menerapkan asas 

kepentingan terbaik bagi anak. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan 

dengan kapasitas hakim dalam menilai aspek psikologis anak, tetapi juga 

berhubungan dengan pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan 

perkara serta kerangka hukum yang menjadi dasar dalam menentukan 

pengasuhan anak. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam 

penentuan penguasaan anak bukan hanya mengenai siapa yang secara 

hukum berhak mengasuh, tetapi juga bagaimana hakim memperoleh 

gambaran yang cukup mengenai kebutuhan anak secara menyeluruh. 

Hakim dapat menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia, 

tetapi kondisi psikologis, ikatan emosional, dan kebutuhan psikososial 

anak memiliki karakter yang berbeda. Aspek tersebut membutuhkan 

penilaian yang lebih khusus sehingga keterlibatan tenaga profesional dapat 

membantu memberikan informasi tambahan kepada hakim. 
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Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang 

menjadi salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Undang-

Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak 

sebagai salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan 

yang berkaitan dengan anak.
64

 Dengan demikian, kepentingan terbaik 

tidak semestinya dipersempit menjadi pemenuhan kebutuhan material, 

tetapi perlu dilihat bersama dengan kebutuhan perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan emosional anak. 

Dari perspektif penelitian peneliti mengenai keadilan restoratif, 

temuan tersebut juga mempunyai arti penting. Penyelesaian sengketa hak 

asuh yang hanya berorientasi pada penetapan salah satu pihak sebagai 

pemegang hak asuh belum sepenuhnya menggambarkan pendekatan 

restoratif. Keadilan restoratif lebih menekankan pada penyelesaian konflik 

dengan memperhatikan pihak-pihak yang terdampak, pemulihan 

hubungan, tanggung jawab, dialog, serta kebutuhan korban atau pihak 

yang terdampak. Dalam perkara hak asuh, anak dapat ditempatkan sebagai 

pihak yang paling terdampak oleh konflik antara orang tuanya. 

Oleh karena itu, putusan yang menetapkan hak asuh kepada salah 

satu orang tua idealnya tetap disertai dengan perhatian terhadap hubungan 

anak dengan orang tua lainnya. Hal tersebut penting karena perceraian atau 

konflik antara ayah dan ibu tidak seharusnya menyebabkan anak 

kehilangan hubungan yang sehat dengan salah satu orang tuanya. Bahkan 
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ketika pengasuhan sehari-hari berada pada salah satu pihak, tanggung 

jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya tetap melekat pada 

keduanya. 

Pendekatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip partisipasi 

dan penghargaan terhadap pendapat anak. Konvensi Hak-Hak Anak yang 

telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990 menegaskan bahwa anak yang mampu membentuk pandangannya 

sendiri memiliki hak untuk menyatakan pandangan tersebut dalam 

persoalan yang memengaruhinya, dengan memperhatikan usia dan tingkat 

kematangannya.
65

 Artinya, dalam perkara penguasaan anak, pendapat anak 

dapat menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan sesuai dengan 

usia dan kematangannya, tanpa menjadikan anak sebagai pihak yang 

dibebani untuk menentukan siapa orang tua yang harus dipilih. 

a. Keterbatasan Kompetensi Hakim dalam Menilai Aspek Psikologis 

Anak 

Hakim memiliki kompetensi utama dalam bidang hukum dan 

bukan merupakan tenaga profesional di bidang psikologi anak. Kondisi 

tersebut menjadi salah satu keterbatasan ketika hakim harus menilai 

keadaan psikologis, emosional, dan kebutuhan psikososial anak dalam 

perkara hak asuh. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara, 

hakim cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap fakta-

fakta yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan secara langsung, 
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seperti kondisi tempat tinggal, ketersediaan fasilitas pendidikan dan 

kesehatan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

anak. Aspek-aspek tersebut relatif lebih mudah diidentifikasi dan 

dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. 

b. Pendekatan Awal Hakim terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak 

Dalam menentukan pihak yang dinilai lebih mampu 

menjalankan pengasuhan, hakim pada tahap awal dapat 

mempertimbangkan kondisi konkret yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan anak. Penilaian tersebut antara lain mencakup 

kelayakan tempat tinggal, kondisi lingkungan pengasuhan, 

ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan 

orang tua dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan 

dasar anak. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa 

anak memperoleh lingkungan yang aman, layak, dan mendukung 

proses pertumbuhan serta perkembangannya. 

Meskipun demikian, pendekatan yang berorientasi pada aspek 

materiil belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi anak secara 

menyeluruh. Kemampuan ekonomi dan kelayakan tempat tinggal tidak 

selalu berbanding lurus dengan kondisi psikologis maupun kebutuhan 

emosional anak. Oleh karena itu, aspek nonmateriil juga perlu 

diperhatikan agar penentuan hak asuh tidak hanya didasarkan pada 

kondisi yang bersifat fisik dan ekonomi. 
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c. Peran Asesmen Psikologi dalam Pertimbangan Hakim 

Aspek psikologis dan emosional anak merupakan bagian yang 

tidak selalu dapat diketahui melalui pemeriksaan persidangan. Untuk 

memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kondisi tersebut, 

asesmen psikologi dapat digunakan sebagai instrumen pendukung 

dalam proses pertimbangan hakim. Dalam kondisi tertentu, orang tua 

dapat diminta untuk melakukan asesmen psikologi terhadap anak, 

kemudian hasilnya disampaikan kepada majelis hakim untuk dijadikan 

bahan pertimbangan. 

Hasil asesmen tersebut dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi psikologis, hubungan emosional anak dengan masing-masing 

orang tua, serta kebutuhan psikososial yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan pola pengasuhan. Dengan demikian, keterlibatan tenaga 

profesional di bidang psikologi dapat membantu hakim memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepentingan terbaik bagi 

anak, khususnya terhadap aspek-aspek yang berada di luar kompetensi 

keilmuan hakim. 

d. Keterbatasan Regulasi Mengenai Model Pengasuhan Anak 

Selain keterbatasan dari aspek kompetensi dan mekanisme 

penilaian, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kerangka 

regulasi mengenai hak asuh anak yang masih cenderung menggunakan 

pendekatan pengasuhan tunggal (sole custody). Salah satu 

ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI), yang pada prinsipnya mengatur mengenai pemeliharaan 

anak setelah terjadinya perceraian dengan membedakan pihak yang 

memiliki hak pemeliharaan berdasarkan usia anak. 

Model pengasuhan tunggal tersebut dalam praktiknya dapat 

menimbulkan persoalan apabila dimaknai sebagai pemberian 

kewenangan pengasuhan secara eksklusif kepada salah satu orang tua. 

Kondisi demikian berpotensi membatasi keterlibatan orang tua lainnya 

dalam kehidupan anak, padahal keberadaan dan keterlibatan kedua 

orang tua tetap memiliki arti penting bagi perkembangan anak. Oleh 

karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam 

memahami ketentuan mengenai hak asuh agar penetapan pengasuhan 

tidak berhenti pada penentuan pihak yang memegang hak asuh, tetapi 

juga menjamin keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang 

tuanya. 

Dengan demikian, keterbatasan dalam penentuan hak asuh anak 

tidak hanya berasal dari keterbatasan hakim dalam menilai aspek 

psikologis anak, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan penilaian 

yang cenderung menitikberatkan pada aspek objektif dan materiil serta 

kerangka regulasi yang masih menempatkan pengasuhan tunggal 

sebagai salah satu model utama. Kondisi tersebut menunjukkan 

pentingnya penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dengan 

mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, dan emosional 

anak. Pendekatan demikian diperlukan agar putusan hak asuh benar-
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benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sekaligus tetap 

memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh pengasuhan dan 

hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya. 

Memberikan anak sepenuhnya kepada salah satu orang 

tua,misalnya ibu sedangkan anak juga membutuhkan peran 

ayah, merupakanbentuk pengabaian terhadap kepentingan 

terbaik bagi anak. Dapat dikatakan juga bahwa pengasuhan 

tunggal seperti mengebiri kepentingan terbaik bagi anak. 

Sebaiknya, kalau memang anak harus diberi jarak dengan salah 

satu orang tua, tetap ada akses yang luas bagi yang tidak 

mendapatkan hak asuh. Karena hal ini sering menjadi peluang 

salah satu orang tua membatasi akses anak terhadap mantan 

pasangan nya, padahal secara norma maupun riil tidak ada hal 

yang mengharuskan anak jadi berjarak dengan itu 

 

Ketentuan dalam Pasal 105 KHI sebagai regulasi yang umum 

digunakan di Indonesia untuk menetapkan hak asuh anak pasca 

perceraian menimbulkan banyak sekali konflik di era sekarang. 

Keluwesan hukum Islam sangat diperlukan dalam hal ini. Namun, 

keluwesan hukum Islam tidak bisa ditentukan sendiri tanpa kajian teori 

yang jelas. Pandangan juga diberikan oleh narasumber yaitu bapak 

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Hakim Pengadilan Agama Jember terkait 

hal ini. 

Menurutnya:
66

 

Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak di 

bawah12 tahun kepada ibu kalau digeneralisir memang sangat 

layak. Tetapidalam setiap perkara dengan pihak yang berbeda, 

juga terdapatkecenderungan yang berbeda. Untuk menentukan 

ini, saya mengambilsub maslahat sebagai pedoman utama 

dengan mengembangkan teoriMaqashid Syariah. 
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C. Pembahasan Temuan Penelitian 

1. Pandangan Hakim terhadap Penerapan Nilai Keadilan Restoratif 

dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama 

Jember 

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jember, 

ditemukan bahwa hakim menempatkan kepentingan dan kesejahteraan 

anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan perkara hak asuh. 

Hakim tidak hanya melihat perkara hadhanah sebagai perselisihan antara 

ayah dan ibu mengenai pihak yang memperoleh hak pengasuhan, tetapi 

juga mempertimbangkan keadaan anak secara menyeluruh. Pertimbangan 

tersebut meliputi kondisi tempat tinggal, kemampuan orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan anak, lingkungan pengasuhan, hubungan anak 

dengan kedua orang tua, serta kondisi psikologis anak.
67

 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak 

semata-mata berorientasi pada kepentingan orang tua yang mengajukan 

tuntutan hak asuh. Anak ditempatkan sebagai pihak yang kepentingannya 

harus memperoleh perhatian utama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Rika Saraswati mengenai sengketa hak asuh anak dalam sistem hukum 

keluarga Indonesia. Berdasarkan penelitian terhadap 31 putusan 

pengadilan, Saraswati menemukan bahwa hakim memberikan hak asuh 

kepada ibu, ayah, maupun kedua orang tua bergantung pada kondisi 

masing-masing perkara dan kemampuan orang tua. Penelitian tersebut juga 
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menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan kemungkinan 

dampak psikologis dan sosial terhadap anak dalam menentukan 

pengasuhan.
68

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa 

hakim pada dasarnya tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang 

psikologi anak. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian terhadap asas 

kepentingan terbaik bagi anak pada tahap awal lebih banyak diarahkan 

pada aspek-aspek yang bersifat objektif, konkret, dan dapat diverifikasi 

secara langsung. Aspek yang dimaksud meliputi kondisi tempat tinggal, 

ketersediaan fasilitas, kemampuan pemenuhan kebutuhan anak, serta 

lingkungan pengasuhan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. 

Berbagai aspek tersebut menjadi salah satu indikator bagi hakim dalam 

menilai pihak yang dinilai lebih mampu menyediakan lingkungan 

pengasuhan yang layak bagi anak. 

Penyelesaian sengketa hak asuh anak pada dasarnya tidak hanya 

bertujuan menentukan pihak yang berhak mengasuh anak, tetapi juga 

mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua orang tua agar tidak 

berdampak buruk terhadap kehidupan anak. Semangat yang perlu 

dibangun dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah semangat 

perdamaian, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan perlindungan 

terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan semangat tersebut, 

penyelesaian perkara tidak dipandang sebagai upaya memenangkan ayah 
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atau ibu, melainkan sebagai usaha menemukan jalan keluar yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak tanpa mengabaikan kebutuhan anak. 

Dalam perspektif keadilan restoratif, perdamaian tidak cukup 

dimaknai sebagai berakhirnya perselisihan secara formal. Perdamaian juga 

perlu diarahkan pada upaya memperbaiki komunikasi, mengurangi 

permusuhan, dan memulihkan hubungan yang terdampak konflik. Hal ini 

penting dalam perkara hak asuh anak karena hubungan perkawinan antara 

ayah dan ibu dapat berakhir, tetapi tanggung jawab keduanya terhadap 

anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, penyelesaian yang baik 

diharapkan mampu mengurangi konflik antara orang tua sekaligus 

memberikan kepastian mengenai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan 

anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Muchamad Dasuki, 

S.H., M.H.E.S., mediator berperan membantu para pihak menyampaikan 

permasalahan, mendengarkan kepentingan masing-masing, dan mencari 

kemungkinan penyelesaian melalui perundingan. Mediator tidak 

mempunyai kewenangan untuk memaksakan kesepakatan. Dengan 

demikian, semangat perdamaian dalam mediasi bertumpu pada kesediaan 

para pihak untuk berdialog dan menemukan jalan keluar yang dapat 

diterima bersama. Hal tersebut sejalan dengan pengertian mediasi dalam 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan.
69

 

Apabila penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan yang 

dapat diterima kedua belah pihak, manfaatnya dapat dilihat dari beberapa 

aspek. Bagi orang tua, kesepakatan dapat membantu mengurangi 

pertentangan dan memperjelas tanggung jawab masing-masing dalam 

pengasuhan anak. Bagi anak, penyelesaian yang berorientasi pada 

kepentingannya diharapkan dapat menjaga pemenuhan kebutuhan sehari-

hari, pendidikan, kesehatan, serta hubungan dengan kedua orang tua. 

Dengan demikian, keuntungan kedua belah pihak tidak harus berarti 

bahwa ayah dan ibu memperoleh hak asuh yang sama, tetapi bahwa 

keduanya mendapatkan ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya 

secara proporsional sesuai kebutuhan dan keselamatan anak. 

Berdasarkan keterangan Ibu S yang terdapat dalam hasil penelitian, 

pembicaraan dalam penyelesaian sengketa mencakup kepentingan anak, 

pola pengasuhan, dukungan terhadap kebutuhan anak, dan hubungan anak 

dengan kedua orang tuanya. Keterangan tersebut dapat dianalisis sebagai 

bentuk perhatian terhadap persoalan yang lebih luas daripada sekadar 

penentuan pemegang hak asuh. Namun, manfaat konkret yang diperoleh 

masing-masing pihak tetap perlu dijelaskan berdasarkan hasil wawancara 

dan kesepakatan yang benar-benar terjadi dalam perkara tersebut, bukan 

hanya diasumsikan dari adanya proses mediasi. 
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Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan restoratif, terdapat empat 

nilai yang relevan dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak. 

Pertama, nilai partisipasi dan dialog, yaitu memberikan kesempatan 

kepada kedua orang tua untuk mengungkapkan persoalan dan 

kepentingannya. Nilai ini terlihat dari peran mediator yang membantu 

berlangsungnya komunikasi dan perundingan. Kedua, nilai tanggung 

jawab, yaitu menegaskan bahwa kedua orang tua tetap mempunyai 

kewajiban terhadap anak meskipun telah bercerai. Ketiga, nilai pemulihan 

hubungan, yaitu mengupayakan agar konflik tidak terus berkembang dan 

tidak merusak hubungan anak dengan ayah maupun ibunya. Keempat, nilai 

perlindungan terhadap pihak yang terdampak, terutama anak yang 

kebutuhan dan kehidupannya dipengaruhi langsung oleh perselisihan 

orang tua. 

Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif 

relevan digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis penyelesaian 

perkara hadhanah. Akan tetapi, penerapan nilai tersebut tidak berarti 

bahwa seluruh prinsip keadilan restoratif telah terlaksana secara sempurna. 

Keberadaan dialog, misalnya, belum otomatis membuktikan bahwa 

hubungan orang tua telah pulih. Demikian pula, tercapainya perdamaian 

belum tentu menjamin bahwa kesepakatan akan dijalankan secara 

konsisten setelah proses mediasi berakhir. 

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa penyelesaian sengketa 

hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dapat mencerminkan nilai 
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keadilan restoratif sepanjang proses dan hasilnya benar-benar 

mengutamakan kepentingan anak, mendorong tanggung jawab orang tua, 

serta membuka ruang bagi pemulihan komunikasi dan hubungan keluarga. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak 

anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya ketika terjadi 

pemisahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
70

 

Temuan penelitian di Pengadilan Agama Jember dengan demikian 

memperlihatkan adanya kesesuaian dengan perkembangan pendekatan 

best interests of the child. Prinsip tersebut menempatkan kepentingan 

terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan hukum yang 

berkaitan dengan anak. Dalam perkara hak asuh, prinsip tersebut 

menghendaki agar penetapan pengasuhan tidak hanya didasarkan pada 

status formal ayah atau ibu, tetapi mempertimbangkan keadaan konkret 

dan kebutuhan anak.
71

 

Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan restoratif yang digunakan 

dalam penelitian ini, pertimbangan hakim tersebut memiliki kesesuaian 

dengan nilai dasar keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan 

pemulihan akibat konflik, tanggung jawab para pihak, dialog, partisipasi, 

serta penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan pihak yang terdampak. 

Dalam perkara hak asuh anak, pendekatan demikian menjadi relevan 
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karena konflik antara ayah dan ibu tidak berhenti ketika pengadilan 

menjatuhkan putusan. Hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya 

tetap berlangsung sehingga penyelesaian perkara perlu memperhatikan 

keberlanjutan hubungan tersebut.
72

 

Menurut Hafrida dan Usman, pendekatan restoratif tidak hanya 

menekankan penyelesaian formal, tetapi juga upaya memperbaiki dampak 

konflik dan mendorong tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dalam 

perkara hadhanah, nilai ini dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan 

hubungan anak dengan kedua orang tuanya, sepanjang aman dan sesuai 

dengan kepentingan terbaik anak. 

Dari perspektif hukum positif, analisis tersebut juga berkaitan 

dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur hak anak untuk bertemu dan 

berhubungan secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan 

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta 

memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan 

hukum.
73

 

Oleh karena itu, nilai restoratif dalam perkara hadhanah tidak 

berarti bahwa ayah dan ibu harus selalu memperoleh pola pengasuhan 
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yang sama. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa 

penyelesaian sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi anak dan tetap 

mempertimbangkan hubungan serta tanggung jawab orang tua sesuai 

keadaan konkret setiap perkara. 

Pandangan tersebut juga memiliki relevansi dengan penelitian 

mengenai pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara anak di 

Indonesia yang menunjukkan bahwa inti pendekatan restoratif mencakup 

pemulihan, dialog, tanggung jawab, partisipasi, dan perhatian terhadap 

kepentingan anak.
74

 Meskipun penelitian tersebut berada dalam konteks 

peradilan anak, nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai perspektif 

untuk membaca penyelesaian perkara keluarga yang berkaitan langsung 

dengan keberlanjutan hubungan orang tua dan anak. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi 

salah satu orang tua tidak secara otomatis menjadi dasar tunggal dalam 

menentukan hak asuh. Demikian pula kedekatan emosional anak dengan 

salah satu orang tua tidak serta-merta menghapus kedudukan orang tua 

lainnya. Hakim mempertimbangkan berbagai keadaan secara bersama-

sama sebelum menentukan pihak yang dinilai lebih mampu menjalankan 

pengasuhan.
75

 

Menurut peneliti, pendekatan tersebut menunjukkan adanya usaha 

untuk menghindari pemahaman hak asuh sebagai bentuk kemenangan 
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salah satu pihak atas pihak lainnya. Penetapan hak asuh seharusnya tidak 

dipahami sebagai pemberian kewenangan absolut kepada salah satu orang 

tua untuk menghilangkan peran orang tua lainnya. Justru, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan anak, hubungan anak dengan kedua 

orang tua tetap perlu dipertahankan. 

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 KHI yang 

pada prinsipnya mengatur hak hadhanah sekaligus memberikan ruang bagi 

pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah apabila pemegangnya tidak 

mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan 

demikian, ketentuan mengenai hadhanah tidak hanya berbicara mengenai 

siapa yang memperoleh hak pengasuhan, tetapi juga mengenai 

kemampuan pihak tersebut dalam menjamin keselamatan dan kepentingan 

anak.
76

 

Apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif, keberlanjutan 

hubungan anak dengan kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang 

penting. Penyelesaian perkara yang hanya menentukan bahwa anak berada 

di bawah pengasuhan salah satu pihak, tetapi tidak memberikan perhatian 

terhadap hubungan anak dengan orang tua lainnya, berpotensi menyisakan 

konflik baru setelah putusan dijatuhkan. Sebaliknya, penyelesaian yang 

tetap memberikan ruang bagi kedua orang tua untuk menjalankan 

tanggung jawabnya dapat lebih mendukung proses pemulihan hubungan 

keluarga. 
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Data perkara Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Jember 

menunjukkan bahwa perkara hadhanah mengalami perubahan jumlah dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 13 perkara, tahun 2024 

meningkat menjadi 17 perkara, dan tahun 2025 menurun menjadi 12 

perkara.
77

 Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara penguasaan anak 

merupakan persoalan yang secara nyata muncul dalam praktik peradilan 

agama. 

Meskipun demikian, menurut peneliti, naik turunnya jumlah 

perkara tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan ataupun 

kegagalan penerapan keadilan restoratif. Jumlah perkara hanya 

memberikan gambaran mengenai keberadaan perkara hadhanah, 

sedangkan penerapan keadilan restoratif harus dianalisis melalui proses 

dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, 

aspek yang lebih penting adalah bagaimana kepentingan anak ditempatkan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Apabila temuan tersebut dianalisis menggunakan teori evaluasi 

kebijakan William N. Dunn, penerapan nilai keadilan restoratif dalam 

perkara hak asuh dapat dilihat melalui beberapa kriteria. Pertama, 

efektivitas, yaitu sejauh mana penyelesaian perkara mampu mengarahkan 

konflik menuju kondisi yang lebih baik bagi anak. Kedua, kecukupan, 

yaitu sejauh mana penyelesaian mampu memenuhi kebutuhan anak dan 

orang tua. Ketiga, pemerataan, yaitu sejauh mana ayah, ibu, dan anak 
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memperoleh perlindungan dan ruang yang proporsional. Keempat, 

responsivitas, yaitu kemampuan proses penyelesaian untuk merespons 

kebutuhan konkret setiap keluarga. Kelima, ketepatan, yaitu kesesuaian 

pendekatan yang digunakan dengan karakter persoalan yang hendak 

diselesaikan.
78

 

Berdasarkan kriteria tersebut, temuan penelitian menunjukkan 

bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Jember memiliki 

kecenderungan responsif terhadap kondisi konkret anak. Hakim tidak 

menggunakan satu indikator tunggal dalam menentukan hak asuh, tetapi 

mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, kemampuan orang tua, 

hubungan anak dengan orang tua, dan keadaan psikologis anak. 

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara berusaha 

menyesuaikan keputusan dengan karakteristik masing-masing keluarga. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pandangan hakim 

Pengadilan Agama Jember terhadap penyelesaian perkara hak asuh anak 

memiliki titik temu dengan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam hal 

menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, memperhatikan kondisi 

psikologis anak, menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua, serta 

mendorong keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, 

penerapannya masih bersifat kontekstual dan belum dapat dikategorikan 

sebagai penerapan mekanisme keadilan restoratif secara formal. 
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2. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Hakim dalam Menerapkan Nilai 

Keadilan Restoratif pada Perkara Hak Asuh Anak 

Untuk mengetahui apakah proses mediasi telah mencerminkan 

nilai-nilai dalam teori keadilan restoratif, peneliti perlu melihat proses dan 

hasilnya secara terpisah. Dari sisi proses, mediasi dapat mencerminkan 

nilai keadilan restoratif apabila memberikan kesempatan yang seimbang 

kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingannya, mendorong 

dialog, dan mengarahkan pembahasan pada kebutuhan anak. Dari sisi 

hasil, penerapannya perlu dilihat dari apakah penyelesaian tersebut benar-

benar membantu mengurangi konflik, memperjelas tanggung jawab 

pengasuhan, dan melindungi kepentingan anak setelah kesepakatan atau 

putusan ditetapkan. 

Berdasarkan keterangan mediator, proses mediasi menyediakan 

ruang bagi para pihak untuk membicarakan persoalan dan mencari solusi. 

Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian pada tingkat proses dengan 

nilai partisipasi dan dialog. Namun, mediator tidak dapat memaksa para 

pihak untuk berdamai. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tetap 

mempertahankan kepentingannya sendiri atau tidak bersedia menjalankan 

kesepakatan, tujuan pemulihan hubungan akan sulit dicapai. Dengan kata 

lain, mediasi dapat menjadi sarana penerapan nilai keadilan restoratif, 

tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kemauan kedua belah pihak untuk 

bekerja sama. 
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Kendala lainnya berkaitan dengan kondisi psikologis anak yang 

tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak di 

persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempunyai 

kompetensi utama dalam bidang hukum dan tidak memiliki kompetensi 

khusus dalam bidang psikologi anak. Karena itu, kondisi tempat tinggal, 

kemampuan ekonomi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan dapat menjadi 

pertimbangan awal, tetapi belum tentu menggambarkan seluruh kebutuhan 

emosional anak. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, asesmen psikologi 

dapat dipertimbangkan apabila dibutuhkan agar hakim memperoleh 

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan kebutuhan anak. 

Selain itu, penerapan ketentuan hadhanah terhadap keadaan 

keluarga yang berbeda-beda juga menjadi tantangan. Ketentuan hukum 

memberikan pedoman mengenai pengasuhan anak, tetapi penerapannya 

tetap perlu memperhatikan keadaan konkret setiap perkara. Kemampuan 

ekonomi yang lebih baik tidak selalu berarti seseorang mempunyai 

kemampuan pengasuhan yang paling sesuai. Begitu pula kedekatan 

emosional anak dengan salah satu orang tua tidak serta-merta 

menghilangkan hak dan tanggung jawab orang tua lainnya. Karena itu, 

pertimbangan hakim perlu menilai berbagai faktor secara bersama-sama 

dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan anak. 

Dalam hal efektivitas, peneliti juga perlu membedakan 

keberhasilan mediasi dari pelaksanaan putusan pengadilan. Keterangan Ibu 

LS mengenai hak pascaperceraian yang belum dipenuhi oleh mantan 
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suaminya dan keterangan pihak kuasa hukum Ibu RZ mengenai 

pelaksanaan putusan dalam perkara yang ditanganinya menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kewajiban dapat berbeda pada setiap perkara. Temuan 

tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pelaksanaan 

tanggung jawab setelah perkara diselesaikan, tetapi tidak cukup untuk 

menyimpulkan bahwa mediasi dalam seluruh perkara hak asuh anak 

berhasil atau gagal. 

Dengan demikian, proses mediasi dapat dinilai telah 

mencerminkan sebagian nilai keadilan restoratif apabila terdapat ruang 

dialog, partisipasi para pihak, dan perhatian terhadap kepentingan anak. 

Namun, untuk menyatakan bahwa mediasi efektif secara menyeluruh, 

diperlukan bukti lebih lanjut bahwa kesepakatan benar-benar 

dilaksanakan, konflik tidak berlanjut dengan cara yang merugikan anak, 

dan kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya. Adapun 

kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui peningkatan perhatian 

terhadap kondisi psikologis anak, penggunaan tenaga profesional apabila 

diperlukan, pertimbangan yang menyeluruh terhadap kemampuan 

pengasuhan, serta penguatan kesadaran orang tua bahwa kepentingan anak 

harus ditempatkan di atas konflik pribadi mereka. 

Menurut peneliti, langkah tersebut memiliki kesesuaian dengan 

prinsip keadilan restoratif karena pendekatan restoratif menuntut perhatian 

terhadap dampak konflik terhadap pihak yang terdampak. Dalam perkara 

hak asuh, anak merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap 
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hasil penyelesaian. Oleh sebab itu, informasi mengenai kondisi psikologis 

anak menjadi penting agar putusan tidak hanya benar secara hukum, tetapi 

juga memberikan perlindungan yang memadai bagi perkembangan anak. 

Kendala kedua adalah kecenderungan penggunaan indikator 

materiil sebagai pertimbangan awal. Kemampuan ekonomi dan kondisi 

tempat tinggal memang penting dalam menentukan kelayakan pengasuhan, 

tetapi kedua indikator tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kondisi 

ekonomi yang baik tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan 

emosional anak, demikian pula tempat tinggal yang layak tidak otomatis 

menunjukkan adanya hubungan pengasuhan yang sehat. 

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fikih al-dhararu 

yuzal yang berarti bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Dalam perkara 

hak asuh, kaidah tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

bahwa hakim perlu menghindarkan anak dari kondisi pengasuhan yang 

dapat menimbulkan bahaya terhadap fisik, mental, pendidikan, maupun 

perkembangan anak. 

Kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih juga 

relevan dalam konteks tersebut. Kaidah tersebut mengandung prinsip 

bahwa mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan. Dengan demikian, ketika salah satu orang tua memiliki 

kelebihan tertentu tetapi juga terdapat risiko yang dapat membahayakan 
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anak, hakim perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap potensi 

kemudaratan tersebut.
79

 

Kendala ketiga berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 105 

KHI dalam kondisi keluarga yang beragam. Pasal tersebut memberikan 

pedoman mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian, termasuk 

ketentuan mengenai anak yang belum mumayyiz dan anak yang telah 

mumayyiz. Namun, kondisi konkret setiap keluarga tidak selalu identik 

sehingga penerapan ketentuan tersebut membutuhkan pertimbangan 

terhadap keadaan masing-masing anak.¹⁸ 

Penelitian Rika Saraswati juga memperlihatkan bahwa dalam 

praktik peradilan di Indonesia, penentuan hak asuh tidak selalu berhenti 

pada penerapan pola yang sama kepada setiap perkara. Hakim dapat 

memberikan hak asuh kepada ibu, ayah, atau kedua orang tua dengan 

mempertimbangkan keadaan khusus dan kemampuan orang tua. Temuan 

tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik konkret setiap perkara 

memiliki peranan penting dalam menentukan hasil pengasuhan.¹⁸ 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara di Pengadilan Agama 

Jember yang menunjukkan bahwa hakim tetap menggunakan KHI sebagai 

salah satu pedoman, tetapi dalam menghadapi kondisi keluarga yang 

beragam hakim juga mempertimbangkan regulasi dan keadaan lain yang 

relevan.
80

 Dengan demikian, KHI menjadi dasar normatif, sedangkan 
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kondisi konkret anak menjadi bagian dari proses penalaran hakim dalam 

menerapkan ketentuan tersebut. 

Menurut peneliti, pendekatan tersebut dapat dipahami melalui 

prinsip tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah, 

yaitu bahwa kebijakan pemegang kewenangan harus didasarkan pada 

kemaslahatan. Dalam konteks peradilan, prinsip tersebut menunjukkan 

bahwa kewenangan hakim harus digunakan untuk menghasilkan keputusan 

yang memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak.
81

 

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perhatian hakim 

terhadap hubungan anak dengan kedua orang tua. Pemberian hak asuh 

kepada salah satu pihak tidak semestinya dipahami sebagai penghilangan 

peran orang tua lainnya. Anak tetap memiliki kebutuhan untuk 

memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan dari kedua orang 

tuanya sepanjang hubungan tersebut tidak memberikan dampak buruk 

terhadap anak. 

Dari perspektif keadilan restoratif, hal tersebut menjadi bagian 

penting karena penyelesaian konflik tidak hanya ditujukan untuk 

mengakhiri perkara, tetapi juga mencegah munculnya konflik lanjutan. 

Dengan tetap membuka ruang hubungan antara anak dengan kedua orang 

tua, putusan dapat diarahkan pada pemulihan relasi keluarga dan 

keberlanjutan tanggung jawab pengasuhan. 
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Jika dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan, solusi yang 

dilakukan hakim dapat dinilai melalui aspek ketepatan dan responsivitas. 

Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi konkret anak, asesmen 

psikologi, kemampuan orang tua, serta kemaslahatan menunjukkan adanya 

upaya menyesuaikan penyelesaian dengan karakteristik perkara. Hal 

tersebut lebih sesuai dengan karakter sengketa hak asuh yang tidak hanya 

berhubungan dengan hak keperdataan, tetapi juga menyangkut 

keberlangsungan hubungan keluarga dan perkembangan anak. 

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kendala penerapan nilai keadilan restoratif dalam perkara hak asuh 

anak di Pengadilan Agama Jember tidak hanya berasal dari keterbatasan 

hakim dalam menilai kondisi psikologis anak. Kendala juga berkaitan 

dengan keterbatasan informasi mengenai kondisi anak, kecenderungan 

penggunaan indikator materiil pada tahap awal pemeriksaan, serta 

kebutuhan untuk menerapkan ketentuan hadhanah terhadap kondisi 

keluarga yang beragam. 

Oleh karena itu, solusi yang paling relevan bukan menggantikan 

ketentuan hukum yang berlaku dengan pendekatan keadilan restoratif, 

melainkan mengintegrasikan nilai-nilai restoratif ke dalam proses 

pertimbangan hakim. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui perhatian 

terhadap kepentingan terbaik anak, penggunaan asesmen psikologi ketika 

diperlukan, perlindungan hubungan anak dengan kedua orang tua, serta 

penggunaan prinsip kemaslahatan dalam memahami ketentuan hadhanah. 
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Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keadilan 

restoratif dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember lebih 

tepat diposisikan sebagai pendekatan yang memperkaya pertimbangan 

hakim, bukan sebagai mekanisme hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan 

tersebut terlihat dari orientasi hakim terhadap kepentingan anak, upaya 

memahami kondisi psikologis anak, perhatian terhadap hubungan anak 

dengan kedua orang tua, dan penggunaan prinsip kemaslahatan. Dengan 

pendekatan tersebut, penyelesaian perkara diharapkan tidak berhenti pada 

penentuan siapa pemegang hak asuh, tetapi juga mampu memberikan 

perlindungan terhadap anak serta menjaga keberlanjutan tanggung jawab 

kedua orang tua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Keadilan 

Restoratif dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Studi Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam 

memutus perkara hak asuh anak di pengadilan agama jember menunjukkan 

Pandangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara hak 

asuh anak menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi 

pertimbangan utama. Hakim tidak hanya berpedoman pada kedudukan 

formal ayah atau ibu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi tempat 

tinggal, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, lingkungan 

pengasuhan, hubungan emosional dengan kedua orang tua, serta kondisi 

psikologis anak. Apabila diperlukan, asesmen psikologi dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh 

mengenai kebutuhan anak. Jika dikaitkan dengan teori nilai keadilan 

restoratif, pertimbangan tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai 

perlindungan terhadap pihak yang terdampak, tanggung jawab orang tua, 

partisipasi, dan pemulihan hubungan keluarga. Nilai-nilai tersebut juga 

tercermin dalam tujuan mediasi yang memberikan ruang kepada para 

pihak untuk berdialog dan mencari penyelesaian. Namun, penerapan 

keadilan restoratif di Pengadilan Agama Jember lebih tepat dipahami 
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sebagai pendekatan yang terintegrasi dalam pertimbangan hakim dan 

proses penyelesaian sengketa, bukan sebagai mekanisme keadilan 

restoratif formal yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penyelesaian 

perkara hak asuh anak tidak semestinya hanya berorientasi pada penentuan 

pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga pada perlindungan 

kesejahteraan anak dan keberlanjutan tanggung jawab kedua orang tua. 

2. Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan 

restoratif pada perkara hak asuh anak, kendala penerapan nilai keadilan 

restoratif dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember 

meliputi keterbatasan kompetensi khusus hakim dalam menilai kondisi 

psikologis anak, keterbatasan informasi mengenai kebutuhan emosional 

anak, kecenderungan penggunaan indikator materiil seperti kemampuan 

ekonomi dan kondisi tempat tinggal sebagai pertimbangan awal, serta 

perlunya menyesuaikan ketentuan hukum hadhanah dengan kondisi 

konkret setiap keluarga. Selain itu, keberhasilan mediasi juga bergantung 

pada kemauan para pihak untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan 

menjalankan tanggung jawabnya setelah perkara diselesaikan. Solusi yang 

dapat dilakukan adalah mempertimbangkan asesmen psikologi apabila 

diperlukan, menilai kemampuan pengasuhan orang tua secara menyeluruh, 

mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta 

mendorong kedua orang tua untuk tetap menjalankan kewajibannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi menunjukkan kesesuaian dengan 

sebagian nilai keadilan restoratif, terutama partisipasi dan dialog. Akan 
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tetapi, efektivitasnya secara menyeluruh belum dapat dipastikan hanya dari 

berlangsungnya mediasi, karena perlu dilihat pula pelaksanaan 

kesepakatan atau putusan dan keberlanjutan tanggung jawab orang tua. 

Oleh karena itu, nilai keadilan restoratif perlu diintegrasikan ke dalam 

pertimbangan hakim dan proses penyelesaian sengketa agar penyelesaian 

tidak hanya mengakhiri perkara secara hukum, tetapi juga memberikan 

perlindungan bagi anak serta mendorong hubungan orang tua yang lebih 

baik sepanjang sesuai dengan keselamatan dan kepentingan anak. 

B. Saran 

Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Keadilan Restoratif dalam 

Sengketa Hak Asuh Anak: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Jember, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Jember, Hakim diharapkan terus 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara hak 

asuh dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, emosional, 

lingkungan pengasuhan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan anak. Selain itu, nilai-nilai keadilan restoratif, seperti tanggung 

jawab orang tua, pemulihan komunikasi, dan keberlanjutan hubungan anak 

dengan kedua orang tua, perlu diperhatikan sepanjang sesuai dengan 

kepentingan dan keselamatan anak. Dengan demikian, penyelesaian 

sengketa hak asuh tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang 

memperoleh hak asuh, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan 

anak setelah putusan dijatuhkan. 
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2. Bagi pengadilan agama jember dan para pihak yang berperkara Pengadilan 

Agama Jember diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi sebagai 

sarana membangun komunikasi dan mendorong tanggung jawab bersama 

antara orang tua. Apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan 

kondisi psikologis anak, keterlibatan tenaga profesional melalui asesmen 

psikologi dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan perkara. Sementara itu, 

para orang tua diharapkan mampu mengesampingkan konflik pribadi dan 

tetap menjalankan kewajiban pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, serta 

pemenuhan kebutuhan anak meskipun telah bercerai. Keberhasilan 

penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan 

atau adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari pelaksanaan kewajiban 

orang tua dan terjaganya kepentingan anak secara berkelanjutan. 
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Pengadilan Agama Jember Tahun 2023–2025. 

Anwar. Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, 12 

Agustus 2026. 

Dasuki, Muchamad. Wawancara pribadi dengan mediator Pengadilan Agama 

Jember, 13 Agustus 2026. 

Irfan, Muhammad. Wawancara pribadi sebagai kuasa hukum Ibu RZ, 13 Agustus 

2026. 

LS. Wawancara pribadi sebagai pihak tergugat dalam perkara hak asuh anak di 

Pengadilan Agama Jember, 14 Agustus 2026. 

S. Wawancara pribadi sebagai pihak tergugat dalam perkara hak asuh anak di 

Pengadilan Agama Jember, 14 Agustus 2026. 

https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember
https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarahpengadilanagama-jember
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LAMPIRAN KEASLIAN TULISAN 
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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara 

 Judul: Pandangan Hakim Terhadap nilai Keadilan Restoratif Dalam 

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember. 

Fokus penelitian:  

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif 

dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember? 

2. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan restoratif 

dalam penyelesaian perkaraa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember? 

Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember 

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus 

perkara hak asuh anak. 

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang pentingnya dialog antara ayah dan ibu dalam 

perkara hak asuh anak? 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu penyelesaian perkara hak asuh perlu mengutamakan 

pemulihan hubungan keluarga? Mengapa? 

3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tanggung jawab kedua orang tua dalam perkara hak 

asuh anak setelah perceraian? 

4. Faktor apa yang paling dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi 

anak dalam putusan? 

5. Apakah pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian efektif dalam 

menyelesaikan sengketa hak asuh anak? 
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6. Apakah putusan yang diberikan telah mampu memenuhi kebutuhan anak setelah 

perceraian? 

7. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ayah, ibu, dan anak 

dalam putusan? 

8. Bagaimana hakim menyesuaikan pertimbangan hukum dengan kondisi nyata keluarga 

yang sedang berperkara?  

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai keadilan restoratif tepat diterapkan dalam perkara 

hak asuh anak? Mengapa? 

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak. 

1. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai-nilai keadilan 

restoratif pada perkara hak asuh anak? 

2. Apakah sikap atau kondisi para pihak menjadi kendala dalam mewujudkan 

penyelesaian yang restoratif? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim ketika menghadapi kendala tersebut? 

Pedoman Wawancara Mediator Pengadilan Agama Jember 

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus 

perkara hak asuh anak. 

1. Bagaimana proses dialog antara ayah dan ibu dalam mediasi perkara hak asuh 

anak? 

2. Apakah kedua belah pihak aktif menyampaikan pendapat dan keinginannya 

selama mediasi? 

3. Apakah mediasi diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan orang 

tua setelah perceraian? 
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4. Bagaimana mediator mendorong kedua orang tua tetap bertanggung jawab 

terhadap anak meskipun telah bercerai? 

5. Bagaimana mediator memastikan bahwa kepentingan anak menjadi perhatian 

utama dalam mediasi? 

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak. 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi mampu mengurangi konflik dalam sengketa 

hak asuh anak? 

2. Apakah hasil mediasi sudah mampu mengakomodasi kebutuhan anak dan kedua 

orang tua? 

3. Bagaimana mediator menyesuaikan proses mediasi dengan kondisi masing-

masing keluarga? 

4. Apakah pendekatan yang mengedepankan musyawarah tepat diterapkan dalam 

perkara hak asuh anak? 

5. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam proses mediasi perkara hak asuh 

anak? 

6. Bagaimana cara mediator mengatasi kendala tersebut? 

Pedoman Wawancara Orang Tua (Ayah/Ibu) 

Pandangan hakim terhadap penerapan nilai keadilan restoratif dalam memutus 

perkara hak asuh anak. 

1. Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di 

Pengadilan Agama? 

2. Apakah Bapak/Ibu diberi kesempatan untuk berdialog atau bermusyawarah 

dengan pihak lain? 

3. Bagaimana peran mediator selama proses mediasi berlangsung? 
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4. Apakah menurut Bapak/Ibu penyelesaian perkara telah mengutamakan 

kepentingan anak? 

5. bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak? 

6. Apakah Bapak/Ibu merasa penyelesaian perkara sudah adil? Mengapa? 

Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam menerapkan nilai keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak. 

1. Apakah penyelesaian perkara mampu mengurangi konflik antara Bapak/Ibu 

dengan mantan pasangan? 

2. Apakah putusan telah memenuhi kebutuhan anak, seperti pengasuhan, 

pendidikan, dan nafkah? 

3. Apakah hakim atau mediator memahami kondisi yang Bapak/Ibu alami? 

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian melalui dialog dan musyawarah lebih 

baik dibandingkan saling mempertahankan pendapat di persidangan? 

5. Kendala apa yang Bapak/Ibu alami selama proses penyelesaian sengketa hak 

asuh anak? 

6. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar penyelesaian perkara hak asuh anak ke 

depan menjadi lebih baik? 
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